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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung 

tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (classroom teaching), 

tetapi juga melalui praktikum laboratorium (laboratory practicum) indoor dan 

outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah 

keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam 

proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan 

memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan 

makro, namun praktikan berfokus pada pada arah makro pada praktikum 

laboratorium di Kelurahan Babakan Surabaya. 

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan 

Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi 

Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis 

Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan 

Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum 

laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam 

melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal 

hingga pengakhiran melalui aktivitas di lokasi praktikum laboratorium Program 

Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini 

dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan 

keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum 

laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan 

proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di 

masyarakat dan organisasi sosial. 

Dalam kesempatan kali ini Kegiatan Praktikum Laboratorium yang 

dilaksanakan oleh praktikan yaitu di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan 

Kiaracondong, Provinsi Jawa Barat. 

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum 

1.2.1 Tujuan Praktikum 

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki : 

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, 

perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; 

memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan 

lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian 

perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi 

semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
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2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik 

pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. 

3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial 

dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan 

pemberdayaan sosial. 

4. Kemampuan untuk mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik 

pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. 

5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial 

meliputi tahapan : 

a. Pendekatan Awal 

b. Asesmen 

c. Perencanaan Intervensi 

1.2.2 Manfaat Praktikum 

Bagi Mahasiswa : 

1. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai 

keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan 

orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam 

masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian 

perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi 

semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik 

praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. 

3. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip 

dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik 

pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. 

4. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikan 

keterampilanketerampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam 

perlindungan dan pemberdayaan sosial. 

5. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata 

dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial. 

6. Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan 

dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan : 

a. Pendekatan awal 

b. Asesmen 

c. Rencana Intervensi 
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Bagi Lembaga : 

1. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi 

Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial 

Bandung. 

2. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan 

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik 

Kesejahteraan Sosial Bandung. 

1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum 

Lokasi Praktikum yakni di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan 

Kiaracondong, Bandung Jawa Barat. Secara geografis Kelurahan Babakan 

Surabaya Kecamatan Kiaracondong memiliki bentuk wilayah datar  dari total 

keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Babakan 

Surabaya berada pada ketinggian 700 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum 

dan minimum di Kelurahan Babakan Surabaya berkisar 28 oC dan 26 oC, 

sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 2400 mm/th dan jumlah hari dengan 

curah hujan yang terbanyak sebesar 30 hari. 

Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses 

terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu : 

1. Pra Lapangan 

a. Pembekalan     : 02 Februari 2023 

b. Pelepasan Praktikan    : 08 Februari 2023 

2. Lapangan (Indoor)    : 09 Februari - 15 April 2023 

a. Praktik Analis Jaminan Sosial  : 09 Februari - 18 Februari 2023 

b. Praktik Analis Sumber Dana Bantuan Sosial : 22 Februari - 04 Maret 2023 

c. Praktik Analis Pemberdayaan Sosial   : 08 Maret – 18 April 2023 

d. Praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial  : 22 Maret – 01 April 2023 

e. Praktik Analis Penangulangan Bencana  : 05 April – 15 April 2023 

3. Pasca Lapangan 

a. Bimbingan penulisan laporan  : 16 - 26 April 2023 

b. Pendaftaran ujian   : 27 - 29 April 2023 

c. Ujian Lisan Praktikum   : 02 - 03 Mei 2023 

Perbaikan dan penyerahan Laporan  : 03 - 10 Mei 2023 

1.4 Proses Praktikum 

Pelaksanan praktikum dilakukan secara kelompok. Penentuan kelompok 

dilakukan oleh Prodi Lindayasos melalui Laboratorium Lindayasos, dengan jumlah 

anggota kelompok berkisar antara 7-8 orang per kelompok, yang akan dibimbing 

oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing praktikum. Praktikum Laboratorium 

dilaksanakan selama tiga bulan selama 6 jam per hari, dilaksanakan setiap hari Rabu 

sampai dengan hari Sabtu pada setiap minggunya, selama satu semester (17 

minggu), dengan bobot 6 SKS. 

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. 
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1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk 

menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami 

kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1). Pembekalan Umum 

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang 

Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan 

Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, Analis 

Penanggulangan Bencana oleh nara sumber yang terdiri dari: 

a. Gayatri Waditra Nirwesti, ME 

b. Tonton Heriyanto (CSR Manager PT.AAPC Indonesia) 

c. Samsul Maarif (Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur) 

d. Ade Reno, AKS.,MSW (Deputy 1 CEO, Islamic Relief Indonesia) 

e. Mohd Robi Amri (Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta) 

2). Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:  

a. Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui, Google 

Classroom 

b. Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan 

c. Melakukan Praktik, demontrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi 

Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data 

sekunder, dalam hal :  

i Mengenal populasi kelompok sasaran (population target group) dan 

lingkungan sosialnya.  

ii Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan 

Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan 

Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana 

iii Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial 

yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos. 

iv Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah 

Perlidungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil 

Prodi Lindayasos.  

d. Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan 

kegiatan praktikum laboratorium. 

3). Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum 

Serah terima praktikan, dilaksanakan secara daring dengan menggunakan 

media zoom meeting dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos 

Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum. 

2. Tahap Lapangan 

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi 

Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana 

Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, 
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dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari 

kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:  

1). Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial  

a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar Gayatri 

Waditra Nirwesti, ME membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola 

pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:  

i Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial  

ii Model jaminan sosial yang digunakan  

iii Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan 

sosial  

iv Merancang program jaminan sosial  

v Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial  

vi Stakeholder terkait program jaminan sosial.  

b. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, 

dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai 

berikut:  

1) Pengetahuan: 

(1) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manuaia 

(2) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial 

(3) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial 

(4) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial  

2) Keterampilan 

(1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk 

mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

(2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan 

jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal. 

(3) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial. 

(4) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial Mampu 

menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.  

c. Praktik Analis Jaminan Sosial, meliputi : 

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau 

masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial 

2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder 

3) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang 

dipilih oleh praktikan 

4) Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial  
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2). Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial  

a. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh 

praktisi/industri Tonton Heriyanto (CSR Manager PT.AAPC Indonesia) 

membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan 

sosial, yang meliputi:  

i. Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,  

ii. Model sumber dana bantuan sosial,yang digunakan  

iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber 

dana bantuan sosial,  

iv. Merancang program sumber dana bantuan sosial,  

v. Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan 

sosial,  

vi. Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial,  

b. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen 

Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi 

profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:  

1). Pengetahuan 

(1) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya 

(2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial 

(3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip 

penggalangan sumber dana bantuan sosial 

(4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana 

bantuan sosial 

(5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber 

dana bantuan sosial 

(6) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan 

sumber dana bantuan sosial  

2). Keterampilan  

(1) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam 

penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial 

(2) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan 

dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial. 

(3) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi 

dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial 

(4) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam 

penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial 

(5) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi 

dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial 

c. Praktik Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi :  

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ 

masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial  

2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder  
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3) Menyusun Rencana Intervensi  

4) Menyusun laporan praktik analis sumber dana bantuan sosial  

3). Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial  

a. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan 

Sosial, yang meliputi: 

i. Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial, 

ii. Model pemberdayaan sosial,yang digunakan  

iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Sosial, 

iv. Merancang program Pemberdayaan Sosial, 

v. Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial 

vi. Stakeholder terkait program Pemberdayaan Sosial  

b. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif 

(Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur), dengan materi mengacu 

pada kompetensi profil Analis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:  

1). Pengetahuan 

(1) Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat dalam pemberdayaan sosial 

(2) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial 

(3) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam 

pemberdayaan sosial 

(4) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial 

(5) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan 

sosial dalam pemberdayaan sosial 

(6) Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam 

pemberdayaan sosial  

2). Keterampilan  

(1) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang 

dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat  

(2) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan 

kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial  

(3) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian 

keterampilan dalam pemberdayaan sosial  

(4) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan 

kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial  

(5) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk 

pemberdayaan sosial  

(6) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan 

penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial  

(7) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, 

peralatan usaha, dan tempat usaha  

(8) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha  
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(9) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam 

pemberdayaan sosial 

(10) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan 

bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial 

c. Praktik Analis Pemberdayaan Sosial, meliputi :  

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ 

masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial  

2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder  

3) Menyusun Rencana Intervensi  

4) Menyusun laporan praktik analis pemberdayaan sosial  

4). Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial  

a Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial oleh 

praktisi/industry Ade Reno, AKS.,MSW (Deputy 1 CEO, Islamic Relief 

Indonesia) membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan 

Lingkungan Sosial, yang meliputi: 

i. Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial  

ii. Model penataan lingkungan sosial yang digunakan 

iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan 

sosial Merancang program penataan lingkungan sosial 

iv. Melakukan analis kelayakan rancangan program penataan lingkungan 

sosial 

v. Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial  

b. Peningkatan Kompetensi Analis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi 

Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penataan 

Lingkungan Sosial, sebagai berikut:  

1). Pengetahuan  

(1) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial  

(2) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi  

(3) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam  

(4) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia 

(5) Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial 

komunitas dan ekosistem 

(6) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya 

alam 

(7) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan 

lingkungan sosial  

2). Keterampilan  

(1) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan 

munculnya masalah sosial  

(2) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan 

lokal dalam pengelolaan sumber daya alam  
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(3) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan 

sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, 

dan masyarakat  

c. Praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi :  

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ 

masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial  

2) Assesmen dengan menggunakan data sekunder  

3) Menyusun Rencana Intervensi  

4) Menyusun laporan praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial  

5). Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana  

a. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh 

praktisi/industri Mohd Robi Amri (Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta) 

membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang 

meliputi:  

i. Berbagai isu dalam penanggulangan bencana  

ii. Model penanggulangan bencana yang digunakan  

iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan 

bencana  

iv. Merancang program penanggulangan bencana  

v. Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan 

bencana  

vi. Stakeholder terkait program penanggulangan bencana  

b. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang 

ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analis 

Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:  

1). Pengetahuan 

(1) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya  

(2) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan 

bencana 

(3) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko 

bencana. 

(4) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status 

darurat bencana 

(5) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar 

korban bencana 

2). Keterampilan 

(1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan 

untuk pengurangan risiko bencana 

(2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban 

pada saat status darurat bencana 

(3) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 

dan pengungsi 
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(4) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban 

bencana pasca bencana 

(5) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan 

masyarakat resilien terhadap bencana  

c. Praktik Analis Penanggulangan Bencana, meliputi :  

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ 

masalah-masalah dalam penanggulangan bencana 

2) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder 

3) Menyusun Rencana Intervensi 

4) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana  

3. Tahap Pasca Lapangan 

1. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum 

2. Ujian Lisan Praktikum 

3. Perbaikan dan penyerahan laporan  

1.5 Sistematika Laporan 

Output dari kegiatan praktikum ini adalah berupa laporan akhir praktikum. 

Laporan praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan 

praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian 

tugas praktikan. 

Beberapa data yang perlu dilengkapi dalam laporan akhir antara lain : 

1. Data mentah lapangan berupa naskah-naskah dokumen 

2. Sumber pustaka 

3. Peta 

4. Foto  

5. Video dan lain-lain  
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Berikut ini adalah sistematika laporan akhir individu Praktikum 

Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi 

Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 dimana sistematika laporan ini 

akan digunakan oleh praktikan dalam menyusun hasil laporan praktikum. 

BAB I  PENDAHULUAN, memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, 

waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.  

BAB II KAJIAN LITERATUR, memuat tentang tinjauan konsep/teori yang 

relevan  dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih serta  konsep/teori 

yang relevan dengan profil Analis Jaminan Sosial, Analis   Sumber Dana Bantuan 

Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan 

Analis Penanggulangan Bencana   

BAB III PRAKTIKUM LABORATORIUM, yang berisi tentang Profil Analis 

Jaminan Sosial, Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analis 

Pemberdayaan Sosial, Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analis 

Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran 

umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah 

kesejahteraan sosial yang dipilih, hasil asesmen, dan rencana intervensi. 

BAB IV RENCANA INTERVENSI,  memuat  tentang rencana penanganan 

kasus/masalah yang dipilih pada setiap profil Prodi Lindayasos, dengan sistematika 

penulisan rencana intervensi terdiri dari: Latar Belakang, Tujuan umum dan khusus, 

Bentuk Kegiatan dan Program; Sistem Partisipan; Metode dan Teknik; Rencana 

Anggaran Biaya dan alat yang dubutuhkan; Analisis kelayakan Program; Jadwal 

dan langkah-langkah kegiatan. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat kesimpulan hasil 

praktikum dan rekomendasi yang ditujukkan kepada Program Studi Perlindungan 

dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. 
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BAB II 

PRAKTIKUM LABORATORIUM 

2.1 Profil Analis Jaminan Sosial 

2.1.1 Gambaran Umum Masalah 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk 

masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja 

di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi 

para pekerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui 

mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial 

ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk pekerja 

sektor informal. Pekerja sektor informal masuk ke dalam kategori Pekerja Bukan 

Penerima Upah (PBPU). Pekerjaan yang termasuk ke dalam pekerjaan informal 

yaitu seperti berusaha sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan 

pekerja keluarga/tidak di bayar. 

Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat 

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja karena risiko sosial ekonomi 

itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial 

ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat 

pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu 

kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua.  

Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti 2(dua) program yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan dapat mengikuti program Jaminan 

Hari Tua secara sukarela sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan hari Tua. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya Pemerintah pada dasarnya telah 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam implementasinya masih banyak ditemukan kendala sehingga program 

jaminan sosial belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh terutama bagi 

pekerja pada sektor informal. Masih begitu banyak pekerja informal yang belum 

terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Pekerja bukan penerima upah atau pekerja disektor informal 

sangat rentan terhadap risiko sakit dan kecelakaan kerja. Karena mereka umumnya 

bekerja kurang tertib atau seringkali mengabaikan keselamatan kerja tanpa 

menggunakan pengamanan kerja. Selain itu pekerja bukan penerima upah yang 

perekonomiannya menengah kebawah atau tidak mampu lebih memikirkan untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari. 
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2.1.2 Tinjauan Konsep dan Teori 

2.1.2.1 Definisi Pekerja Sektor Informal 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 1 (Ayat 32) Tahun 

1997 Tentang Ketenagakerjaan Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang 

bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau 

imbalan. Hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin 

antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha 

bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan 

menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 158 & 159 Tahun 

1997 Tenaga Kerja Di Dalam Hubungan Kerja Sektor Informal Dan Di Luar 

Hubungan Kerja. 

1) Setiap tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sektor informal 

dan di luar hubungan kerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga 

kerja. 

2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

1) Setiap tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sektor informal 

dan di luar hubungan kerja berhak untuk memperoleh keselamatan kerja 

dalam melakukan pekerjaan. 

2) Keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.1.2.2 Jaminan Sosial 

Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (UU 

No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional), Jaminan Sosial 

merupakan hak dari buruh/pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan 

merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada 

buruh/pekerja. Bahkan ha katas jaminan sosial di dunia internasional merupakan 

hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak 

atas perlindungan dan jaminan pada waktu mengalami sakit, cacat, hari tua, 

meninggal dunia, dan menganggur. Oleh karena itu , ILO (International Labour 

Organization) dalam Konveksi No 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimum 

Jaminan Sosial menyebutkan setidak-tidaknya tiga dari Sembilan cabang program 

jaminan sosial yang secara minimum harus diberikan kepada buruh/pekerja, yaitu 

jamina hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pemeliharaan kesehatan 

Tujuan jaminan sosial agar seluruh kebutuhan dasar hidup rakyatnya dalam 

hal kesehatan dan perlindungan kesejahteraan saat bekerja tercapai.  Pemerintah 

menjamin segala urusan kesehatan dan ketenagakerjaan lewat sebuat sistem dan 
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lembaga yang bertugas untuk menjamin kehidupan sosial masyarakatnya. Hal ini 

sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial.  

2.1.2.3 BPJS Ketenagakerjaan 

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS 

bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota 

keluarganya.  

Salah satu bagian dari program jaminan sosial untuk para pekerja di sektor 

formal dan informal adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan 

mengelola dana peserta untuk melaksanakan empat program yaitu jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian : 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

JKK adalah program perlindungan risiko kecelakaan yang terjadi dalam 

hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah 

menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan lingkungan 

kerja. Besaran iurannya tergantung situasi lingkungan kerja masuk dalam kategori 

risiko rendah hingga tinggi. Persentase iuran yang dibayarkan antara 0,24%-1,74% 

dari upah sebulan. 

Manfaat yang diterima adalah: 

1) Perawatan tanpa batas biaya 

2) Santunan upah selama tidak bekerja sebesar 100% selama 12 bulan pertama, 

bulan selanjutnya 50% 

3) Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48x upah yang 

dilaporkan perusahaan atau peserta 

4) Bantuan beasiswa anak untuk dua orang maksimal sebesar Rp174 juta 

5) Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja.  

2. Jaminan Hari Tua (JHT) 

Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan 

dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki 

masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai 

akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Jaminan Pensiun 

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial untuk mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli waris dengan memberikan penghasilan 

setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat. Besar iuran yang 

dipungut sebesar 1% untuk pekerja dan 2% untuk perusahaan dari upah yang 

dilaporkan. Para peserta akan menerima manfaat dari Jaminan Pensiun antara lain:   

Manfaat pensiun hari tua 

https://lifepal.co.id/media/jaminan-kematian-bpjs-keuntungan-dan-klaimnya/?utm_campaign=MEDIA_bpjs_jaminan-sosial&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=jaminan-sosial
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1) Manfaat pensiun janda atau duda 

2) Manfaat pensiun cacat 

3) Manfaat pensiun anak 

4) Manfaat pensiun orang tua  

4. Jaminan Kematian 

Jaminan Kematian (JK) memberikan manfaat uang tunai yang diberikan 

kepada ahli waris ketika peserta meninggal bukan akibat kecelakaan. Besaran iuran 

yang harus dibayarkan antara lain: pekerja penerima upah sebesar 0,3% (dari upah 

yang dilaporkan) dan pekerja bukan penerima upah: Rp 6.800.  

Manfaat yang diterima dari Jaminan Kematian antara lain:  

1) Santunan kematian 

2) Santunan berkala 24 bulan 

3) Biaya pemakaman 

4) Bantuan beasiswa 2 orang anak  

Jenis kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi empat, yakni:  

1) Pekerja Penerima upah (PPU) 

2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 

3) Jasa Konstruksi  

4) Pekerja Migran Indonesia 

2.1.3 Proses Asesmen 

2.1.3.1 Teknik Asesmen 

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan 

potensi sumber adalah : 

1) Home Visit  

Home Visit (kunjungan rumah/tempat) merupakan salah satu teknik yang 

digunakan praktikan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi 

langsung lokasi pabrik tahu sumedang yang ada di kelurahan babakan surabaya 

untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi 

terentaskannya permasalahan pekerja informal melalui kunjungan langsung ke 

lokasi, yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat 

tentang permasalahan apa saja yang ada disana sehingga home visit yang dilakukan 

berjalan dengan lancer. 

2) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang ada di Pabrik Tahu Sumedang mengenai BPJS 

Ketenagakerjaan, dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara 

sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-

pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. tujuan 

wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber. 
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2.1.3.2 Tahapan Asesmen 

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, 

kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Analis Jaminan Sosial yang 

ada di Kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan. 

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di perusahan pabrik tahu 

sumedang terkait Jaminan Sosial di Kelurahan Babakan Surabaya, apa yang 

membuat mereka tidak terdaftar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apa penyebab dan 

dampak mereka tidak terdaftar menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, 

apa kebutuhan dan potensi sumber daya mereka. Berdasarkan informasi dari pihak 

kelurahan bahwa ada pekerja sektor informal dipabrik tahu sumedang maka saya 

(praktikan) memperoleh informasi untuk menemui para pekerja langsung dipabrik, 

yang memberikan informasi mengenai masalah jaminan sosial yang ada dipabrik 

tahu sumedang adalah bapak herman salah satu pekerja di pabrik tahu sumedang.  

Asesmen untuk menggali informasi di lakukan hari rabu tanggal 15 februari 2023 

pukul 14.10 WIB.  

Proses asesmen berlangsung dilakukan di pabrik tahu sumedang Kelurahan 

Babakan Surabaya. Karena pekerja pabrik tahu sumedang yang jumlahnya 

sebanyak 20 orang ini belum terdaftar menjadi peserta program BPJS 

Ketenagakerjaan. Asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik homevisit 

dan wawancara, homevisit kunjungan langsung ke pabrik tahu sumedang 

Kelurahan Babakan Surabaya untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang 

ada di pabrik tahu sumedang, wawancara dilakukan upaya memperoleh informasi-

informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja 

permasalahan yang mereka alami. 

2.1.4 Hasil Asesmen 

2.1.4.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah terkait banyak nya pekerja informal di Kelurahan 

Babakan Surabaya yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

hal ini dikarenakan pemilik usaha tidak mendaftarkan para pekerja nya pada 

program BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu perusahaan di Kelurahan Babakan 

Surabaya yaitu pabrik tahu sumedang yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun lalu 

sejak dari tahun 2004 memiliki jumlah pekerja sektor informal yang cukup banyak 

yaitu sebanyak 20 orang pekerja, diperusahaan pabrik tahu ini pekerja nya belum 

terdaftar BPJS Ketenagakerjaan hal ini dikarenakan pemilik perusahaan tidak 

mendaftarkan pekerja nya pada program BPJS Ketenagakerjaan dapat diketahui 

bahwa pekerjaan yang mereka lakukan cukup beresiko karena ada pekerja  dibagian 

mengelola kedelai menjadi tahu dimana pekerja bagian ini berhubungan atau 

kontak langsung dengan air mendidih dan panas, menurut pak herman bagian 

mengelola kedelai menjadi tahu ia terkadang sering terkena air panas. Adanya 

jaminan sosial sangat penting untuk melindungi masyarakat, akan tetapi untuk 

mencapai tujuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan posisi 

yang lemah secara legalitas serta tingkat produktivitas dan upah yang relatif lebih 
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rendah dibandingkan dengan pekerja sektor formal, warga yang bekerja di sektor 

informal termasuk dalam kategori kelompok rentan. Mereka juga termasuk dalam 

golongan warga yang kesulitan mengakses jaminan sosial. 

Pekerja informal umumnya tidak menjadi bagian dari program perlindungan 

sosial pemerintah, baik yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, karena tidak memiliki 

informasi cukup mengenai program jaminan sosial, pengetahuan warga tentang 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih sangat rendah sehingga pemanfaatan 

JKN di kalangan pekerja sektor informalnya juga rendah. 

2.1.4.2 Analisis Pohon Masalah 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini 

dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas 

masalah. 

a. Batang pohon menggambarkan masalah utama 

b. Akar merupakan penyebab masalah  

c. Daun mewakili akibat atau dampak  

 

Gambar.2.1 Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial 

1). Penyebab Masalah 

a). Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewajiban mendaftarkan 

pekerja menjadi peserta Jamsostek. 

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek) hal ini menjadi indikator penyebab pekerja belum 

menjadi peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan kurang nya 
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pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi pekerja nya. 

b). Rendah kesadaraan pekerja terhadap program BPJS Ketenagakerjaan 

Rendahnya kesadaran pekerja akan pentingnya program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan kecelakaan kerja, 

kematian, dan pensiun kepada para pekerja.  

c). Terbatasnya Akses Informasi 

Terbatasnya akses informasi di masyarakat terkait pelaksanaan program 

BPJS Ketenagakerjaan. Tidak adanya yang menyampaikan informasi secara 

langsung kepada masyarakat. 

2). Dampak Masalah 

a). Bagi pekerja 

Karena kurangnya pengetahuan pekerja akan BPJS Ketenagakerjaan 

membuat pekerja tidak mengetahui manfaat perlindungan dari program BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut yang dapat memberikan rasa aman kepada pekerja 

sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun 

produktivitas kerja. Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa 

saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti 

kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya 

apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan 

secara drastis.  

b). Tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja informal 

Dampak bagi pekerja jika tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

terutama Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah jika kemungkinan para 

pekerja berisiko mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja yang serius saat 

berada di lingkungan kerja. Pekerja akan kesulitan jika ingin di rawat di rumah 

sakit ataupun puskemas karena belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, dapat 

kita ketahui bahwa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama Jaminan 

Kecelakaan Kerja dapat memudahkan pekerja mendapatkan perawatan tanpa 

batas. 

c). Bagi masyarkat 

Dampak kurang nya informasi dan sosialisasi tak hanya pada pekerja 

informal tetapi juga terhadap masyarakat tidak mengetahui tentang program 

jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan yang dapat menjamin masyarakat 

yang bekerja di sektor informal jika terjadi sakit/kecelakaan saat bekerja. 

3). Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat di simpulkan bahwa yang 

menjadi fokus permasalahan pekerja sektor informal tidak menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan adalah “Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha Akan Pentingnya 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Sektor Informal” 
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2.1.4.3 Identifikasi Kebutuhan 

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat di simpulkan bahwa kebutuhan 

untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian informasi kepada pelaku usaha tentang manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan bagi pekerja 

2. Meningkatkan pemahaman pekerja tentang manfaat, prosedur, dan 

mekanisme menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

3. Membuka akses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal 

2.1.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber 

Potensi dan Sumber yang digunakan adalah sistem sumber formal, sistem 

sumber manusia, sistem sumber masyarakat (perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, 

mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial). 

Sistem Sumber Formal 

1. Agen BPJS Ketenagakerjaan 

Agen BPJS Ketenagakerjaan adalah perorangan/individu yang merupakan 

anggota wadah/Kantor perisai  adalah Agen Penggerak Jaminan Sosial yang 

bertugas melalukan sosialisasi, akuisisi, edukasi, menerima pendaftaran, kemudian 

meng-collect iuran dan pengelolaan kepersertaan program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Agen BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk memperluas 

cakupan kepesertaan dan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). 

Sistem Sumber Informal 

1. Kasi Kesejahteraan Sosial 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan/perburuhan,  mempersiapkan 

pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya, memfasilitasi 

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat 

Sistem Sumber Kemasyarakatan 

1. Pihak Kelurahan 

Pihak kelurahan dalam pelaksanaan intervensi berfungsi sebagai fasilitator 

membuat usulan rekomendasi untuk masyarakat yang belum memiliki BPJS 

Ketenagakerjaan ke kantor atau cabang BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Puskesmas 

Pihak puskesmas dalam pelaksanaan rencana intervensi berfungsi sebagai 

educator untuk membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan 

manfaat program Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan). 

2.1.5 Rencana Intervensi 

2.1.5.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal tersebut 

diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum 
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yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial 

kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan 

sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk 

pekerja non formal. Pekerja non formal masuk ke dalam kategori pekerja Bukan 

Penerima Upah (BPU). 

Manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat 

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Karena risiko sosial ekonomi 

itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial 

ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat 

pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu 

kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. 

Pemahaman dan informasi mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan 

Program Jaminan Sosial merupakan tanggung jawab Program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena kurangnya sosialisasi pemahaman dan 

keterbatasan masyarakat mendapatkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan 

mengakibatkan kurangnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

2.1.5.2 Nama Program 

“Penyuluhan Sosial Kepada Pelaku Usaha Akan Pentinnya BPJS 

Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal” 

2.1.5.3 Tujuan Umum dan Khusus 

Tujuan Umum 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan 

jaminan sosial bagi para pekerja sektor informal dari kemungkinan terjadi risiko 

sakit, kecelakaan, musibah meninggal saat bekerja. 

Tujuan Khusus : 

1. Meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan kesadaran pekerja akan 

pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

2. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek) 

3. Meningkatkan kepesertaan pekerja sektor informal dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan, diharapkan para pekerja informal atau pekerja bukan 

penerima upah (BPU) dapat melindungi diri dari risiko-risiko sosial, seperti 

kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit, hingga jaminan hari tua. 

2.1.5.4 Bentuk Kegiatan dan Program 

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi kurangnya informasi 

dan pengetahuan pekerja informal terhadap program BPJS Ketenagakerjaan yaitu, 

Memberikan penyuluhan kepada seluruh para pekerja sektor infromal oleh pihak 

BPJS Ketenagakerjaan untuk memperjelas pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, apa 

saja program-progam yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan, serta mendorong motivasi pekerja informal untuk mengikuti 
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setiap pertemuaan untuk meningkatkan pengetahuan mereka akan program BPJS 

Ketenagakerjaan. Program yang akan dilaksanakan bernama “Penyuluhan Sosial 

Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal” 

2.1.5.5 Sistem Partisipan 

Tabel 2.1 Sistem Partisipan Kegiatan Penyuluhan Sosial Kepada Pelaku Usaha 

Akan Pentinnya BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal 

No Jenis Sistem Sistem Representatif 

1 Sistem Inisiator (Initiator System) Praktikan 

2 Sistem Pelaksana Perubahan (Change 

Agent System) 

Pihak BPJS Ketenagakerjaan 

3 Sistem Klien (Client System) 1. Pekerja Sektor Informal 

2. Pelaku usaha industri tahu  

4 Sistem Pendukung (Support System) 1. Puskesmas 

2. Pihak Kelurahan 

5 Sistem Kontrol (Controling System) BPJS Ketenagakerjaan 

6 Sistem Implementasi (Implementing 

System) 

1. Pihak Kelurahan 

2. Seksi Kesejahteraan Sosial 

7 Sistem Target (Target System) Pekerja pabrik tahu sumedang Babakan 

Surabaya 

8 Sistem Aksi (Action System) 1. Pekerja Sosial 

2. Pihak BPJS Ketenagakerjaan 

 

2.1.5.6 Metode dan Teknik 

Metode utama yang dilakukan adalah “Community Organization adalah 

suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial 

dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu dan 

Community Development” adalah adanya pelibatan pemberdayaan masyarakat 

dalam program yang dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan bahkan setelah program selesai, yang bertujuan supaya sasaran dalam 

hal ini Pekerja Informal Pabrik Tahu mampu meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mereka terhadap manfaat dari Program Jaminan Sosial melalui 

kegiatan soialisasi serta berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. 

Teknik yang digunakan : 

1. Penyuluhan Sosial  

Penyuluhan Sosial sebagai proses penguatan kapasitas adalah upaya yang 

dilakukan untuk melakukan penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap 

individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar 

individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakat. 

Dalam hal ini penyuluhan sosial tentang program BPJS Ketenagakerjaan agar 

pekerja sektor informal dan masyarakat dapat belajar untuk mengenal, paham, dan 

mampu mengetahui fungsi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan 
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2. Advokasi  

Advokasi adalah seperangkat tindakan terarah yang ditujukan pada pembuat 

keputusan untuk mendukung suatu isu kebijakan yang spesifik serta aktivitas 

menolong klien atau  sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu. Tujuan 

advokasi adalah agar terciptanya perubahan kebijakan peraturan-peraturan, 

dukungan sumber daya, dan lain-lain, untuk memecahkan masalah tertentu, untuk  

mengubah  kebijakan,  program  atau kedudukan (stance)  dari sebuah 

pemerintahan, institusi atau organisasi 

2.1.5.7 Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 

Program Penyuluhan Sosial Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan bagi 

Pekerja Sektor Informal, dimana untuk merealisasikan program ini dibutuhkan 

anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-

kegiatan program yang akan di laksanakan. Oleh karena itu, praktikan menyusun 

rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan 

program berdasarkan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Jawa Barat No 2 Tentang 

Standar Biaya Umum (SBU) 2021. 

Alat yang dibutuhkan : 

1) Komputer/Laptop 

2) Sound System 

3) Mic wireless 

4) In focus/LCD 

5) Meja  

6) Kursi 

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Kegiatan Penyuluhan Sosial Kepada Pelaku Usaha 

Akan Pentinnya BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal 

No Kegiatan Uraian Volume Harga 

Satuan 

Jumlah 

1 Logistik ATK 20 Paket Rp. 12.000 Rp. 240.000 

Banner Kegiatan 

Sosialisasi (150cm x 

400cm) 

1 Lembar Rp. 50.000 Rp. 50.000 

Jumlah Rp. 290.000 

2 Pembicara Kasi Kesos 1 orang Rp. 750.000 Rp. 750.000 

Agen BPJS 

Ketenagakerjaan  

2 orang Rp. 1.000.000 Rp. 2.000.000 

Panitia 8 orang Rp. 100.000 Rp. 1.500.000 

Jumlah Rp. 4.250.000 

3 Konsumsi Snack peserta 100 box Rp. 15.000 Rp. 1.500.000 

Snack panitia 8 box Rp. 15.000 Rp. 120.000 

Snack pembicara 3 box Rp. 15.000 Rp. 45.000 

Jumlah Rp. 1.665.000 

 

 



23 
 

2.1.5.8 Analisis Kelayakan Program 

Tabel 2.3 Analisis SWOT Penyuluhan Sosial Kepada Pelaku Usaha Akan 

Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal. 

2.1.5.9 Jadwal dan Langkah-langkah 

Langkah-Langka pelaksanaan Program Penyuluhan Sosial Meningkatkan 

Pengetahuan dan Pemahaman Manfaat BPJS Ketenagakerjaan. 

1. Pra Kegiatan 

Tahap Pra Kegiatan dilakukan selama 1 hari untuk mempersipakan kegiatan 

sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap 

persiapan adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk kepanitiaan 

2) Mengidentifikasi narasumber 

3) Mendata peserta 

4) Mempersiapkan sarana prasarana 

2. Pelaksanaan 

1) Waktu : 1 hari 

2) Lokasi : Aula Pertemuan Kelurahan Babakan Surabaya 

3) Rencana Kegiatan: 

a. Pembukaan oleh Kepala Kelurahan Babakan Surabaya 

b. Pemaparan materi tentang Manfaat BPJS Ketenagakerjaan 

c. Penutupan 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Strength : 

1. Adanya Narasumber yang 

tepat 

2. Kegiatan didukung oleh 

Kepala Kelurahan 

3. Tim pendukung yaitu Kasi 

Kesejahteraan Sosial 

Weakness : 

Sasaran sosialisasi terlalu luas 

cakupannya 

Opportunities : 

1. Dapat menambah 

pengetahuan para pekerja 

sector informal mengenai 

program BPJS 

Ketenagakerjaan 

2. Pihak-pihak yang terkait 

dapat lebih memahami tugas 

dan kewajibannya 

3. Keberlanjutan program 

Jaminan Sosial 

Strategi SO : 

1. Meningkatkan pengetahuan 

Pekerja Informal 

2. Meningkatkan pengawasan 

terhadap program BPJS 

Ketenagakerjaan 

3. Memanfaatkan media yang 

tersedia untuk menyebarkan 

informasi  

Strategi WO : 

1. Penyampaian materi 

sosialisasi dikemas secara 

menarik dan menggunakan 

komunikasi dua arah 

2. Memanfaatkan media yang 

ada untuk menjangkau sasaran 

dengan seefektif mungkin 

Threats : 

1. Sulit menemukan waktu 

yang tepat 

2. Rendahnya minat pekerja 

untuk mendapatkan informasi 

dari media massa 

Strategi ST : 

1. Menentukan waktu 

pelaksanaan kegiatan sejak 

jauh hari 

2. Menyusun materi yang 

mudah difahami oleh semua 

kalangan 

Strategi WT : 

1. Membuat acara yang efektif 

dan efisien 

2. Menggerakkan semua panitia 

dan stakeholder yang tersedia 

untuk menyebarkan informasi 

kegiatan 
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3. Pasca Pelaksanaan 

1) Membuat laporan kegiatan 

2) Dokumentasi kegiatan 

Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan Penyuluhan Sosial Kepada Pelaku Usaha Akan 

Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal 

No Waktu Kegiatan Penanggung 

Jawab 

Keterangan 

1 09.00-09.15 Pembukaan Sie. Acara  

2 09.15-09.30 Sambutan Sie. Acara Kepala Kelurahan Babakan 

Surabaya 

3 09.30-11.40 Pemberian 

Materi 1 

Sie. Acara Materi : Mengenali 

Program Jaminan Sosial 

berupa BPJS 

Ketenagakerjaan 

Pemateri : Agen BPJS 

Ketenagakerjaan 

4 11.40-12.30 Istirahat Sie. Konsumsi Istirahat, sholat zuhur, 

dan makan siang 

5 12.30-12.50 Ice Breaking Sie. Acara - 

6 12.50-13.45 Pemberian 

Materi 2 

Sie. Acara Materi : Manfaat Program 

BPJS Ketenagakerjaan 

bagi Pekerja Informal 

Pemateri : Agen BPJS 

Ketenagakerjaan 

7 13.45-14.30 Penutup Sie. Acara - 

 

2.1.5.10 Indikator Keberhasilan 

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Manfaat Program BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal di Kelurahan Babakan Surabaya, 

yang ditandai dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pengetahuan pengetahuan dan kesadaran pekerja akan 

pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

2. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek). 

3. Meningkatnya kepesertaan pekerja sektor informal dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan, diharapkan para pekerja informal atau pekerja bukan 

penerima upah (BPU) dapat melindungi diri dari risiko-risiko sosial, seperti 

kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit, hingga jaminan hari tua. 
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2.2 Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 

2.2.1 Gambaran Umum Masalah 

Sumber Daya Manusia/SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap 

manusia, SDM terdiri dari daya piker dan daya fisik kemampuan setiap manusia 

ditentukan oleh daya piker dan daya fisiknya SDM menjadi unsur pertama dan 

utama dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Amil tergolong sumber daya manusia 

atau tenaga kerja penyalur dana zakat kepada delapan golongan asnaf (mustahik) 

yang merupakan asset paling berharga karena sangat menentukan keberhasilan 

suatu pekerjaan termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namum jika SDM atau pengelola zakat 

masih rendah maka penyaluran zakat tidak optimal dan berpengaruh pada 

efektifitas dan efisien, karena apabila efisiensi dan efektifitas yang rendah maka 

pengelolaan dan penyaluran zakat belum dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan baik. 

2.2.2 Tinjauan Konsep dan Teori 

2.2.2.1 Definisi Zakat 

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan 

kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang 

wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat 

merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat (UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) 

sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, Pengelolaan zakat adalah 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang 

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi kesimpulannya, zakat 

adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang 

berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin. 

Menurut Siti Rofiqoh (2018), dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan 

zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu 

kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS 

merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara 

nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga 

Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada 

BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. 

Menurut Siti Rofiqoh (2018), Pengelolaan zakat bertujuan: 
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1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat. 

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan 

2.2.2.2 Zakat Profesi 

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi; zakat 

pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang 

berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar 

syariah, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, 

honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik 

rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, 

pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari 

pekerjaan bebas lainnya. 

2.2.3 Proses Asesmen 

2.2.3.1 Teknik Asesmen 

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan 

potensi sumber adalah : 

1) Home Visit 

Home Visit (kunjungan rumah/tempat) merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang digunakan praktikan dengan cara mengunjungi Masjid 

Atlas Kelurahan Babakan Surabaya untuk memperoleh data, keterangan, 

kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan melalui kunjungan 

kerumahnya, yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan 

akurat tentang permasalahan yang ada pada bantuan sosial zakat profesi sehingga 

home visit yang dilakukan berjalan dengan lancar 

2) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang ada di Masjid Atlas mengenai bantuan sosial zakat profesi, dan 

juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk 

memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan 

mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. tujuan wawancara adalah 

untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber. 

2.2.3.2 Tahapan Asesmen 

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, 

kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Sumber Dana Bantuan 

Sosial yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan. 

Mengidentifikasi apa saja permasalahan dalam pengelolaan bantuan sosial 

zakat profesi yang ada di Masjid Atlas Kelurahan Babakan Surabaya, apa saja 

permasalahan dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan zakat, bagaimana 

kepengurusan DKM Atlas dalam mengelola bantuan zakat, dan hambatan DKM 

Atlas dalam mendata penerima bantuan zakat. Berdasarkan informasi dari pak 
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Bambang selaku ketua RW 13, bahwa RW 13 dan DKM Atlas bekerjasama dalam 

mengelola bantuan sosial zakat untuk 8 asnaf, dengan memperoleh informasi 

tersebut maka saya (praktikan) menemui DKM Atlas, yang memberikan informasi 

mengenai permasalahan/hambatan penggurus atau DKM Atlas dalam mendata dan 

mengelola bantuan sosial zakat profesi. Asesmen untuk menggali informasi di 

lakukan hari rabu pukul 13.10 WIB. Proses asesmen berlangsung dilakukan di 

rumah RW 13 dan Masjid Atlas Kelurahan Babakan Surabaya. Karena penggurus 

atau DKM Atlas belum optimal dalam mengelola bantuan zakat. Asesmen 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik homevisit dan wawancara, homevisit 

kunjungan langsung ke Masjid Atlas Kelurahan Babakan Surabaya untuk 

mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada di pabrik tahu sumedang, 

wawancara bersama DKM Atlas dilakukan upaya memperoleh informasi-informasi 

dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang 

mereka alami. 

2.2.4 Hasil Asesmen 

2.2.4.1 Identifikasi Masalah 

Di kelurahan Babakan Surabaya terdapat bantuan sosial zakat profesi untuk 

masyarakat khususnya RW 13 dan warga yang tinggal sekitar masjid ada 8 asnaf 

(orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut) yaitu Fakir, Miskin, Amil, 

Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil adapun permasalahan dalam 

pengelolaan dana bantuan zakat di Dewan Kesejahteraan Masjid Atlas (DKM 

Atlas). Salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah masih lemahnya 

sumber daya manusia (SDM) amil. Kebanyakan amil tidak menjadikan 

pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan 

atau pekerjaan paruh waktu, adapun permasalahan lainnya adalah faktor umur, para 

penggurus dan pengelola zakat ini sudah tidak efektif dan efisien lagi dalam 

mendata dan mensurvie lapangan dikarenakan umur yang sudah tidak produktif 

lagi. Masalah updating data penerima bantuan zakat menjadi suatu hal yang sangat 

penting dikarenakan kelurahan babakan Surabaya sangat perlu untuk updating data 

secara berkala guna pemaksimalan penyaluran bantuan zakat. 

2.2.4.2 Analisis Pohon Masalah 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini 

dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas 

masalah. 

a. Batang pohon menggambarkan masalah utama 

b. Akar merupakan penyebab masalah  

c. Daun mewakili akibat atau dampak  
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Gambar 2.2 Analisis Pohon Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) 

1) Penyebab Masalah 

a) Tebatasnya SDM Amil 

Keterbatasan penggurus atau SDM Amil menjadi penyebab utama 

pengelolaan dan penyaluran zakat profesi belum optimal 

b) Kurangnya efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat 

Efisiensi dan efektivitas dapat menjadi tolak ukur apakah pengelolaan 

zakat berjalan dengan baik atau tidak. Apabila efisiensi dan efektivitas yang 

rendah berarti pengelolaan zakat belum dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan baik. 

c) Rendahnya koordinasi dengan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) 

Rendahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola 

zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan 

target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. 

2) Dampak Masalah 

a) Kurang optimal nya penyaluran dana bantuan 

Yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian target zakat 

disebabkan oleh penggurus/SDM zakat yang masih minim 

b) Kompetensi pengelola zakat masih rendah 

Rendahnya kompetensi pengelola/amil menjadi salah satu hambatan 

optimalisasi pengelolaan zakat, karena jika amil memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan tugasnya pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara 

maksimal, sehingga antara amil, muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat) 

dan mustahik (orang yang menerima zakat) dapat saling terbuka dan 

percaya 

c) Belum optimalnya updating data penerima bantuan zakat 
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Belum optimalnya updating data menjadi dampak dari rendahnya 

SDM/Penggurus zakat yang tidak produktif dalam mendata kembali 

penerima zakat  

3) Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat di simpulkan bahwa yang 

menjadi fokus masalah “Kurang Optimal nya Pengelolaan Dana Bantuan 

Zakat” 

2.2.4.3 Identifikasi Kebutuhan 

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat di simpulkan bahwa kebutuhan 

untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengadakan pelatihan bagi pengurus/DKM Atlas 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat 

3. Meningkatkan kompetensi pengelola zakat 

4. Memaksimalkan koordinasi pengurus zakat dengan OPZ 

2.2.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber 

Potensi dan Sumber yang digunakan adalah sistem sumber formal, sistem 

sumber informal, dan sistem sumber kemasyarakatan, (perseorangan, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, 

menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial). 

Sistem Sumber Formal 

1. BAZNAS 

BAZNAS bertanggung jawab dalam perencanaan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang di kumpulkan, kemudian 

pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

Sistem Sumber Informal 

1. BUMM 

Badan Usaha Milik Masjid bertanggungjawab dan membantu mendanai 

pelaksanaan kegiatan agar terealisasi dan tercapai nya tujuan program. 

2. Yayasan Insan Harapan 

Yayasan Insan Harapan dapat membantu dan mendukung pelaksanaan 

kegiatan mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaan, serta memotivasi 

pengurus/DKM atlas dalam meningkatkan kemampuan dalam pelayanan dan 

mengelola bantuan zakat. 

Sistem Sumber Kemasyarakatan 

1. Tokoh Agama 

Meningkatkan sikap keagamaan bagi pengelola bantuan zakat, memantau 

kondisi pengelolaan dan penyaluran bantuan zakat, mengadakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan untuk mengembangkan kemampuan pengurus zakat, mengadakan 

pertemuan dengan tokoh. 
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2.2.5 Rencana Intervensi 

2.2.5.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah masih lemahnya 

sumber daya manusia (SDM) amil. Kebanyakan amil tidak menjadikan 

pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan 

atau pekerjaan paruh waktu, adapun permasalahan lainnya adalah faktor umur, para 

penggurus dan pengelola zakat ini sudah tidak efektif dan efisien lagi dalam 

mendata dan mensurvie lapangan dikarenakan umur yang sudah tidak produktif 

lagi. Masalah updating data penerima bantuan zakat menjadi suatu hal yang sangat 

penting dikarenakan kelurahan babakan Surabaya sangat perlu untuk updating data 

secara berkala guna pemaksimalan penyaluran bantuan zakat. 

Program untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memperluas 

jaringan pengelolaan zakat  (OPZ) melalui pelatihan dan pengembangan DKM atlas 

agar efektifitas pengurus dalam pendataan dan pengelolaan serta penyaluran 

bantuan zakat dapat berjalan optimal. 

2.2.5.2 Nama Program 

“Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DKM Atlas” 

2.2.5.3 Tujuan Umum dan Khusus 

Tujuan Umum 

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta 

meningkatkan pelayanan Amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan. 

Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan kompetensi pengelola zakat 

2. Memperluas jaringan organisasi pengelola zakat (OPZ) 

3. Mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan bantuan zakat 

4. Meningkatkan peran penggurus zakat dalam pendataan dan penyaluran 

bantuan zakat kepada 8 asnaf 

2.2.5.4 Bentuk Kegiatan dan Program 

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DKM Atlas Kelurahan 

Babakan Surabaya,mengenai : 

1. Peningkatan kualitas DKM Atlas 

2. Membentuk DKM baru yang produktif 

3. Meningkatkan kemudahan layanan zakat 
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2.2.5.5 Sistem Partisipan 

Tabel 2.5 Sistem Partisipan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DKM 

Atlas. 

No Jenis Sistem Sistem Representatif 

1 Sistem Inisiator (Initiator System) Praktikan 

2 Sistem Pelaksana Perubahan 

(Change Agent System) 

1. BAZNAS Provinsi 

2. BAZNAS Kota 

3 Sistem Klien (Client System) Dewan Keluarga Masjid Atlas (DKM) 

4 Sistem Pendukung (Support 

System) 

1. Yayasan Insan Harapan 

2. BUMM (Badan Usaha Milik Masjid) 

3. Tokoh Agama Kelurahan Babakan 

Surabaya 

5 Sistem Kontrol (Controling 

System) 

Ketua RT & RW 

6 Sistem Implementasi 

(Implementing System) 

BAZNAS 

7 Sistem Target (Target System) Dewan Keluarga Masjid Atlas (DKM) 

8 Sistem Aksi (Action System) BAZNAS 

 

2.2.5.6 Metode dan Teknik 

Metode yang digunakan oleh praktikan adalah Community Development 

adalah adanya pelibatan (pemberdayaan) masyarakat dalam program pelatihan dan 

pengembangan yang dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan bahkan setelah program selesai. Meningkatkan kapasitas DKM dalam 

pelayanan, pengelolaan dan penyaluran bantuan zakat. 

Teknik yang digunakan adalah : 

1. Capacity Building 

Pembangunan kapasitas (capacity building) SDM dapat diartikan sebagai 

proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap 

(attitude) dan perilaku (behaviour) dari SDM. Pembentukan dan pengembangan 

kapasitas merupakan suatu proses yang dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, 

yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi, dan bertujuan untuk 

menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi yang bersangkutan serta pelatihan yang berkesinambungan dalam aspek-

aspek penting, seperti kemampuan berkomunikasi, motivasi diri, kemampuan 

problem solving, kreativitas, dan kepemimpinan. 
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2.2.5.7 Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 

Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DKM Atlas, dimana untuk 

merealisasikan program ini dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat dan 

bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan program yang akan di laksanakan. 

Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya akan 

menjadi acuan dasardalam pelaksanaan program berdasarkan Keputusan Gubernur 

(KEPGUB) Jawa Barat No 2 Tentang Standar Biaya Umum (SBU) 2021. 

Alat yang dibutuhkan : 

1) Komputer/Laptop 

2) Sound System 

3) Mic wireless 

4) In focus/LCD 

5) Meja  

6) Kursi 

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas 

DKM Atlas 

No Kegiatan Uraian Volume Harga 

Satuan 

Jumlah 

1 Logistik ATK 20 Paket Rp. 

12.000 

Rp. 240.000 

Banner Kegiatan 

(150cm x 400cm) 

1 Lembar Rp. 

50.000 

Rp. 50.000 

Jumlah Rp. 290.000 

2 Pembicara BAZNAS 2 orang Rp. 

1.000.000 

Rp. 

2.000.000 

Panitia 8 orang Rp. 

100.000 

Rp. 800.000 

Jumlah Rp. 

2.800.000 

3 Konsumsi Snack peserta 20 box Rp. 

15.000 

Rp. 300.000 

Snack panitia 8 box Rp. 

15.000 

Rp. 120.000 

Snack pembicara 2 box Rp. 

15.000 

Rp. 30.000 

Jumlah Rp. 450.000 
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2.2.5.8 Analisis Kelayakan Program 

Tabel 2.7 Analisis SWOT Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DKM 

Atlas 

2.2.5.9 Jadwal dan Langkah-langkah 

Langkah-Langka pelaksanaan Program Pelatiahan dan Pengembangan 

Kapasitas DKM Atlas 

1. Pra Kegiatan 

Tahap Pra Kegiatan dilakukan selama 1 hari untuk mempersipakan kegiatan 

Pelatiahan dan Pengembangan Kapasitas DKM Atlas, adapun kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk kepanitiaan 

2) Mengidentifikasi narasumber yaitu BAZNAS Provinsi dan Kota 

3) Mendata peserta DKM Atlas 

4) Mengidentifikasi stakeholder atau pihak yang akan terlibat dalam pelatihan  

5) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada digunakan dalam pelatihan 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

Faktor 

Eksternal 

Strength : 

1. Bekerja sama 

dengan BAZNAS 

Provinsi & Kota 

2. Kegiatan 

didukung oleh 

Pihak Kelurahan 

dan Masyarakat 

Weakness : 

1. Sulit nya mengatur 

waktu pelaksanaan 

kegiatan dengan peserta  

2. Umur DKM yang sudah 

tidak prodktif 

Opportunities : 

1. Adanya Sistem Sumber yang 

mendukung pelaksanaan 

kegiatan 

2. Sarana prasarana kelurahan 

memadai. 

Strategi SO :  

1. Membangun kerjasama 

dengan OPZ dalam 

pelaksanaan kegiatan 

2. Memaksimalkan 

pelaksanaan kegiatan 

sehingga dapat 

meningkatkan kapasitas 

DKM Atlas secara 

maksimal 

Strategi WO : 

Melakukan pelatihan 

untuk DKM Atlas agar 

mengoptimalkan 

pelayanan pengelolaan 

zakat 

 

Threats : 

Beberapa DKM  memiliki 

kegiatan lain sehingga tidak 

dapat mengikuti kegiatan 

pelatihan 

Strategi ST : 

Membuat prosedur 

pelaksanaan program 

pelatihan secara optimal 

serta indikator penilaian 

keberhasilan program. 

Strategi WT : 

1. Melakukan evaluasi 

secara berkala untuk 

tercapai nya kegiatan 

program yang 

dilaksanakan 

2. Meningkatkan 

kompetensi DKM dalam 

pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya 
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2. Pelaksanaan 

1) Waktu : 2 hari 

2) Lokasi : Aula Pertemuan Kelurahan Babakan Surabaya 

3) Rencana Kegiatan: 

a. Pembukaan oleh Pihak Kelurahan  

b. Pemaparan materi oleh Pihak BAZNAS 

c. Penutupan 

3. Pasca Pelaksanaan 

1) Evaluasi kegiatan 

2) Menyusun laporan. 

Tabel 2.8 Jadwal Kegiatan Pelatiahan dan Pengembangan Kapasitas DKM Atlas. 

No Waktu Kegiatan Penanggung 

Jawab 

Keterangan 

1 09.00-09.15 Pembukaan Sie. Acara - 

2 09.15-09.30 Sambutan Sie. Acara Pihak kelurahan  

3 09.30-11.40 Pemberian 

Materi 1 

Sie. Acara Materi :  

Bagaimana 

pelayanan dan 

pengelolaan zakat 

4 11.40-12.30 Istirahat Sie. Konsumsi Istirahat, sholat 

zuhur, 

dan makan siang 

5 12.30-12.50 Ice Breaking Sie. Acara - 

6 12.50-13.45 Pemberian 

Materi 2 

Sie. Acara Materi : Tentang 

pelatihan 

pengembangan 

kapasitas DKM 

7 13.45-14.30 Penutup Sie. Acara - 

 

2.2.5.10 Indikator Keberhasilan 

Terlaksananya kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas DKM Atlas, 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kapasitas pelayanan DKM Atlas dalam pengelolaan 

zakat 

2. Pengopimalisasi penyaluran bantuan zakat 

3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelola zakat 

4. Meningkatnya DKM Atlas yang produktif 
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2.3 Profil Analis Pemberdayaan Sosial 

2.3.1 Gambaran Umum Masalah 

Istilah yang dipakai oleh Julia Cleves terhadap perempuan kepala keluarga 

adalah women headed (yang dikepalai oleh perempuan) atau women maintained 

(yang dijaga oleh perempuan), yaitu perempuan yang memikul tanggungjawab 

tunggal menghidupi keluarganya (Julia Cleves Mosses, 2007:55). Pengertian ini 

linier dengan pengertian kepala keluarga itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai 

tanggungjawab baik secara ekonomi maupun sosial terhadap keluarganya. Menurut 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, kepala keluarga 

identik dengan pencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan hidup anggota 

keluarganya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga 

dalam konteks ini adalah perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal untuk 

menghidupi keluarganya, sehingga dia adalah pencari nafkah utama dan juga harus 

memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. 

PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) secara umum perempuan-perempuan 

yang menjadi kepala keluarga ini, antara lain: janda yang suaminya meninggal 

dunia, janda cerai, perempuan yang ditinggal suaminya dalam jangka waktu lama 

dan tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan 

perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat (Nani Zulminarni, 2009:1). 

Pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan sektor informal, seperti 

pembantu rumahtangga, buruh sanggan(buruh batik), pedagang kecil dan 

pekerjaan-pekerjaan lain yang tentunya tidak membutuhkan sklil. 

Di Kelurahan Babakan Surabaya, pada RW 09 terdapat 59 perempuan kepala 

keluarga, pada RW 15 terdapat 55 perempuan kepala keluarga, pada RW 12 

terdapat 36 perempuan kepala keluarga.  Jumlah perempuan yang menjadi kepala 

keluarga cukup tinggi, yaitu sebanyak 150 kepala keluarga perempuan. Yang mana 

ada sekitar 68 orang yang non produktif dan 79 orang yang produktif, perempuan 

kepala keluarga yang produktif ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada umumnya 

kepala keluarga perempuan hanya bekerja sebagai buruh home industri, pedagang 

kecil-kecilan, dan asisten rumah tangga. 

2.3.2 Tinjauan Konsep dan Teori 

2.3.2.1 Definisi Pemberdayaan Sosial 

Secara konseptual, Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, 

dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah 

tindakan yang nyata (Edi Suharto, 2005: 56). Pemberdayaan adalah sebuah proses 

dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan 

menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan 
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun 

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri 

dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan 

untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. UU No 11 Pasal 12 Tahun 2009 

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: 

a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang 

mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi 

kebutuhannya secara mandiri. 

b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi 

dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. peningkatan kemauan dan kemampuan; 

b. penggalian potensi dan sumber daya; 

c. penggalian nilai-nilai dasar; 

d. pemberian akses; dan/atau 

e. pemberian bantuan usaha. 

2.3.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang 

perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi 

masyarakat  dalam  proses  pemberdayaan  masyarakat didalam melakukan 

pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting 

sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang 

mengikutsertakan masyarakat, memliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan 

tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali  kemampuan serta 

kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat 

dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 

upaya peningkatan diri dan ekonomi.  

Pemberdayaan pada masyarakat juga memiliki beberapa tujuan yang ingin 

di capai, antara lain yaitu sebagai berikut: 

1) Pemberdayaan dalam masyarakat dibentuk dalam potensi yang ada di dalam 

kehidupan masyarakat. 

2) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi 

3) Pemberdayaan dilakukan sebagai langkah meningkatkan arti modal sosial 

4) Tujuan pemberdayaan dalam masyarakat dilakukan dalam upaya 

membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek-aspek 

ekonomi. 

https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/modal/
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Dasar Hukum Pemberdayaan Sosial Peraturan atau dasar hukum yang 

mendasari pelaksanaan pemberdayaan sosial yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 

2) Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial 

3) Undang-Undang No.14 Tahun 2019 tentan Pekerjaan Sosial 

2.3.2.3 Definisi Perempuan Kepala Keluarga 

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan seorang perempuan 

yang mana memiliki peran sebagai kepala keluarga di rumah tangga nya, pada 

umumnya yang masuk kedalam kategori ini adalah seorang istri yang ditinggal cerai 

suami atau meninggal dunia. Memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang 

secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Selain sebagai ibu rumah 

tangga, ia juga sebagai kepala keluarga. Perempuan sebagai kepala keluarga harus 

menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai 

kepala keluarga, perempuan harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara 

pekerjaan domestik dan publik. Perempuan yang berstatus kepala keluarga dimana 

ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga harus memenuhi 

kebutuhan kasih sayang keluarganya. 

2.3.2.4 Faktor Penyebab Menjadi Perempuan Kepala Keluarga 

1). Perempuan Janda merupakan perempuan yang ditinggal cerai atau mati oleh 

suaminya. Mereka harus bekerja keras mencari nafkah menggantikan peran suami 

agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, terutama bagi mereka yang mempunyai anak. 

Dalam hal ini perempuan mempunyai dua peran bagi anak-anaknya yaitu menjadi 

seorang ibu sekaligus ayah untuk mereka. 

2). Perempuan yang masih bersuami namun pendapatan kurang Perempuan yang 

masih bersuami tetapi pendapatan suami dirasakan belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga atau suaminya tidak dapat bekerja karena sakit atau cacat. 

Karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri ikut serta untuk 

mencari nafkah agar dapat melangsungkan kehidupan keluarganya. 

3). Perempuan yang hidup sendiri dan menggantikan peran orang tua. Perempuan 

yang hidup sendiri dan harus meggantikan peran orang tuanya karena sudah tidak 

mampu lagi bekerja atau telah meninggal dunia, sedangkan masih ada anggota 

keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi-kondisi perempuan 

yang menuntut perempuan harus mampu menopang perekonomian keluarga. 

2.3.3 Proses Asesmen 

2.3.3.1 Teknik Asesmen 

1) Home Visit 

Home Visit (kunjungan rumah/tempat) merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang digunakan praktikan dengan cara mengunjungi beberapa 

RW yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya yaitu RW 09 RW 12 RW 15 untuk 

memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya 

permasalahan melalui kunjungan kerumahnya, yang tujuannya untuk memperoleh 
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informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan yang ada pada 

bantuan sosial zakat profesi sehingga home visit yang dilakukan berjalan dengan 

lancar. 

2) Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang ada di RW 09 RW 12 RW 15 mengenai Perempuan Kepala 

Keluarga wawancara dilakukan bersama ibu-ibu PKK perwakilan dari setiap RW, 

dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari 

narasumber. 

2.3.3.2 Tahapan Asesmen 

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, 

kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Analis Jaminan Sosial yang 

ada di Kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan. 

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya 

khusunya di RW 09 RW 12 RW 15 terkait Perempuan Kepala Keluarga yang 

bekerja dan yang tidak bekerja, apa penyebab dan dampak mereka tidak memiliki 

pekerjaan tetap dan apa kebutuhan dan potensi sumber daya mereka, berdasarkan 

informasi dari pihak kelurahan bahwa ada beberapa RW yang perempuan nya 

menjadi kepala keluarga maka saya (praktikan) memperoleh informasi untuk 

menemui langsung 3 RW yaitu RW 09 RW 12 RW 15, yang memberikan informasi 

mengenai data-data perempuan kepala keluarga adalah ibu Imas RW 09, ibu 

Sumaryani RW 12, dan ibu Diana RW 15, asesmen untuk menggali informasi di 

lakukan hari jumat & sabtu tanggal 10 & 11 maret 2023 pukul 09.50 & 10.39 WIB. 

Proses asesmen berlangsung dilakukan di rumah RW Kelurahan Babakan 

Surabaya serta melalui media telpon, perempuan kepala keluarga yang jumlahnya 

sebanyak 79 orang yang produktif ini belum memiliki keteraampilan dan tidak 

memiliki pekerjaan tetap, asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

homevisit dan wawancara, homevisit kunjungan langsung ke rumah RW Kelurahan 

Babakan Surabaya untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, dan 

wawancara dilakukan secara langsung serta melalui telpon upaya memperoleh 

informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja 

permasalahan yang mereka alami. 

2.3.4 Hasil Asesmen 

2.3.4.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah terkait perempuan kepala keluarga di Kelurahan 

Babakan Surabaya, pada RW 09 terdapat 59 perempuan kepala keluarga, pada RW 

15 terdapat 55 perempuan kepala keluarga, pada RW 12 terdapat 36 perempuan 

kepala keluarga.  Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga cukup tinggi, 

yaitu sebanyak 150 kepala keluarga perempuan. Yang mana ada sekitar 68 orang 

yang non produktif dan 79 orang yang produktif, perempuan kepala keluarga yang 

produktif ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada umumnya mereka hanya bekerja 
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sebagai buruh home industri, pedagang kecil-kecilan, dan asisten rumah tangga. 

Dalam mengidentifikasi masalah praktikan menggunakan Teknik Analisis Pohon 

Masalah, Analisa masalah mengenai isu, banyaknya Perempuan Kepala Keluarga 

Produktif yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap di Kelurahan Babakan Surabaya.  

2.3.4.2 Analisis Pohon Masalah 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini 

dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas 

masalah. 

a. Batang pohon menggambarkan masalah utama 

b. Akar merupakan penyebab masalah  

c. Daun mewakili akibat atau dampak  

 

 

Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan Sosial 

1) Penyebab Masalah 

a). Kurangnya Keterampilan 

Perempuan kepala keluarga yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya tidak 

memiliki pekerjaan yang tetap hal ini dikarenakan mereka belum memiliki skill 

yang cukup dalam bidang pekerjaan, perempuan kepala keluarga ini hanya 

bekerja sebagai buruh home industry, asisten rumah tangga, dan pedagang 

kecil-kecilan. 

b). Rendahnya Lapangan Pekerjaan 

Rendahnya lapangan pekerjaan menjadi faktor penyebab perempuan kepala 

keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap dikarenakan mereka belum memiliki 

skill setelah ditinggal oleh Perempuan Kepala Keluarga Hal ini membuat 
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perempuan kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan mereka 

dituntut memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya. 

c). Faktor Umur 

Perempuan kepala keluarga umur 50 tahun yang masih produktif bekerja 

menjadi faktor penyebab tidak memiliki pekerjaan tetap dikarenakan fisik dan 

kemampuan yang tidak memungkinkan bekerja dengan maksimal 

2) Dampak Masalah 

a). Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap 

Karena tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mencari pekerjaan 

yang layak membuat perempuan kepala keluarga hanya bekerja sebagai buruh, 

pedagang, dan asisten rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarga nya 

b). Tidak Terpenuhinya Kebutuhan 

Tidak adanya lapangan pekerjaan membuat perempuan kepala keluarga 

kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tetap yang membuat kebutuhan mereka 

tidak terpenuhi dengan baik. 

c). Tidak Memiliki Penghasilan yang Cukup 

Perempuan kepala keluarga yang umur 50 tahun namun masih produktif 

bekerja tidak dapat melakukan pekerjaan lain selain asisten rumah tangga, 

buruh home industri di karenakan umur yang dapat mempengaruhi kinerja 

mereka 

3) Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat di simpulkan bahwa yang 

menjadi fokus permasalahan adalah “Perempuan Kepala Keluarga Tidak 

Memiliki Pekerjaan Tetap”  

2.3.4.3 Identifikasi Kebutuhan 

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat di simpulkan bahwa kebutuhan 

untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keterampilan Perempuan Kepala Keluarga 

2. Kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas Perempuan Kepala Keluarag 

3. Program kewirausahaan bagi Perempuan Kepala Keluarga 

2.3.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber 

Potensi dan Sumber yang digunakan adalah sistem sumber formal, sistem, 

sistem sumber informal, dan sumber kemasyarakatan (perseorangan, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, 

menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial). 

Sistem Sumber Formal 

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) adalah lembaga 

mitra strategis diluar Pemerintahan Desa atau Kelurahan yang membantu dalam 

meningkatkan partisipasi perempuan kepala keluarga dalam mensejahteraan 

kehidupan sosial nya, mendorong dan memberdayakan perempuan dalam 
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mewujudkan kesejahteraan keluarga, membangun kerjasam antar lembaga yang ada 

di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan. 

Sistem Sumber Informal 

1. Kasi Kesejahteraan Sosial 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan/perburuhan,  mempersiapkan 

pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya, memfasilitasi 

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat 

Sistem Sumber Kemasyarakatan 

1.  PKK 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi 

kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam 

pembangunan Indonesia. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga yang 

meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat 

sejahtera lahir dan bathin.  

2. Pihak Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Pihak kelurahan yang bergerak di bidang ekonomi dan pembangunan 

membantu pengembangan perekonomian masyarakat. Bidang Perencanaan 

Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang 

perencanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang. 

2.3.5 Rencana Intervensi 

2.3.5.1 Latar Belakang 

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang 

dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui 

peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan 

meningkatkan kondidi hidup sesuai dengan harapan menurut Wuradji yang dikutip 

oleh Azis Muslim (2009:3). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta 

masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat didalam melakukan 

pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting 

sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang 

mengikutsertakan masyarakat, memliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan 

tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta 

kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat 

dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 

upaya peningkatan diri dan ekonomi. 

Pemberdayaan perempuan pertama harus dimulai dengan menumbuhkan 

kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan potensi-

potensi yang dimiliki dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, 
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mendekatkan dengan sumber-sumber. Selain itu meminimalisir ancaman-ancaman 

yang datang dari luar dan melakukan pembinaan secara terus menerus sampai 

kelompok tersebut mandiri. Pemberdayaan perempuan menjadi semakin menarik 

karena di dalam prosesnya dapat terlihat dari aspek-aspek yang dilakukan dalam 

upaya pemberdayaan perempuan.Adapun aspek pemberdayaan tersebut yang dapat 

disingkat menjadi 5P Yaitu, adanya pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan, dan pemeliharaan. Perempuan dalam kelompok perempuan kepala 

keluarga diberdayakan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. 

Perempuan harus mempunyai kemampuan untuk melihat potensi yang ada, 

peluang-peluang yang mungkin dapat dikembangkan , sehingga dengan mudah 

peluang tersebut untuk diperluas menjadi jaringan yang lebih kuat. 

Program pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan 

perempuan kepala keluarga yang produktif maupun non produktif menjadi rencana 

solusi yang akan dilaksanakan. Sebelum perencanaan program pemeberdayaan 

tersebut terlaksana, dapat diusulkan dahulu dalam kegiatan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) setelah mendapatkan usul dari masyarakat barulah 

program pelatihan dilaksanakan. 

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah 

1) Meningkatnya Perbaikan Pendapatan 

2) Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan serta, 

3) Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Bagi Perempuan Kepala 

Keluarga 

2.3.5.2 Nama Program 

“Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Kepala Keluarga” 

2.3.5.3 Tujuan Umum dan Khusus 

Tujuan Umum 

Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi Perempuan Kepala Keluarga 

agar dapat meningkatkan perbaikan pendapatan, serta pengembangan usaha 

ekonomi kehidupan mereka. 

Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan keterampilan perempuan kepala keluarga dalam bidang 

pekerjaan 

2. Meningkatkan kemampuan dalam bidang kewirausahaan 

3. Meningkatkan kesejahteraan perempuan kepala keluarga 

2.3.5.4 Bentuk Kegiatan dan Program 

Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk permasalahan perempuan kepala 

keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap adalah “Pelatihan Kewirausahaan 

Bagi Perempuan Kepala Keluarga” tujuan program pelatihan ini meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan perempuan kepala keluarga diharapkan kegiatan ini 

dapat berjalan dengan baik dalam upaya memberdayakaan kesejahteraan 

perempuan kepala keluarga.   
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2.3.5.5 Sistem Partisipan 

Tabel 2.9 Sistem Partisipan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan 

Kepala Keluarga. 

No Jenis Sistem Sistem Representatif 

1 Sistem Inisiator (Initiator 

System) 

Praktikan 

2 Sistem Pelaksana Perubahan 

(Change Agent System) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

3 Sistem Klien (Client System) 1. Perempuan Kepala Keluarga Produktif 

2. Perempuan Kepala Keluarga Non 

Produktif 

4 Sistem Pendukung (Support 

System) 

1. Pihak Kelurahan Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan 

2. PKK 

5 Sistem Kontrol (Controling 

System) 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

6 Sistem Implementasi 

(Implementing System) 

1. PKK 

2. Kasi Kesejahteraan Sosial 

7 Sistem Target (Target System) Perempuan Kepala Keluarga 

8 Sistem Aksi (Action System) 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) 

2. PKK 

 

2.3.5.6 Metode dan Teknik 

Metode yang akan digunakan oleh praktikan adalah Community 

Development yaitu adanya pelibatan (pemberdayaan) masyarakat dalam program 

yang dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan 

bahkan setelah program selesai yang bertujuan supaya sasaran dalam hal ini 

Perempuan Kepala Keluarga mampu untuk mengembangkan dan meningkatkan 

keterampilan mereka. Community Organization adalah suatu proses untuk 

memeliharakeseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-

sumberkesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang 

kegiatantertentu (Arthur Dunham, 1958). 

Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain : 

1. Focus Group Disscusion (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis 

dan terarah dari suatu grup dengan mengumpulkan suatu kelompok untuk 

membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dengan panduan 

seorang moderator. FGD ini dapat digunakan dalam pelaksanaan rapat 

Musrenbang sebagai wadah diskusi mendengarkan usulan dari masyarakat. 
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2. Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) adalah proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan baik individu, 

kelompok masyarakat maupun lembaga sosial untuk mencapai tujuan atau 

kinerja yang lebih baik. Pengembangan kapasitas ini dapat dilakukan dalam 

mengorganisasikan akar permasalahan, proses membantu individu atau 

kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan 

menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah dan melakukan perubahan. Dalam hal ini Capacity 

Building dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan. 

2.3.5.7 Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 

Program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga, dimana 

untuk merealisasikan program ini dibutuhkan anggaran dana untuk penyediaan alat 

dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan program yang akan di 

laksanakan. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana anggaran yang sekiranya 

akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan program berdasarkan Keputusan 

Gubernur (KEPGUB) Jawa Barat No 2 Tentang Standar Biaya Umum (SBU) 2021. 

Alat yang dibutuhkan : 

1) Komputer/Laptop 

2) Sound System 

3) Mic wireless 

4) In focus/LCD 

5) Meja  

6) Kursi  

Tabel 2.10 Rencana Anggaran Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan 

Kepala Keluarga. 

No Kegiatan Uraian Volume Harga 

Satuan 

Jumlah 

1 Logistik ATK 20 Paket Rp. 12.000 Rp. 240.000 

Banner Kegiatan 

(150cm x 400cm) 

1 Lembar Rp. 50.000 Rp. 50.000 

Jumlah Rp. 290.000 

2 Pembicara Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

2 orang Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 

Panitia 8 orang Rp. 100.000 Rp. 800.000 

Jumlah Rp. 3.800.000 

3 Konsumsi Snack peserta 150 box Rp. 15.000 Rp. 2.250.000 

Snack panitia 8 box Rp. 15.000 Rp. 120.000 

Snack pembicara 2 box Rp. 15.000 Rp. 30.000 

Jumlah Rp. 2.400.000 
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2.3.5.8 Analisis Kelayakan Program 

Tabel 2.11 Analisis SWOT Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi 

Perempuan Kepala Keluarga. 

 

2.3.5.9 Jadwal dan Langkah-langkah 

Langkah-Langka pelaksanaan Program Pelatihan Kewirausahaan Bagi 

Perempuan Kepala Keluarga.  

1. Pra Kegiatan 

Tahap Pra Kegiatan dilakukan selama 1 hari untuk mempersipakan kegiatan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Kepala Keluarga, adapun kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk kepanitiaan 

2) Mengidentifikasi narasumber yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) 

3) Mendata peserta Perempuan Kepala Keluarga baik produktif maupun non 

produktif 

4) Mengidentifikasi stakeholder atau pihak yang akan terlibat dalam pelatihan 

ini yaitu, PKK, LSM, Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Pihak Kelurahan 

5) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada digunakan dalam pelatihan 

ini 

     Faktor Internal 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Strength : 

1. Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

2. Kegiatan didukung PKK 

dan Pihak Kelurahan 

3. Tingginya motivasi kerja 

panitian dalam kegiatan ini 

Weakness : 

Kurangnya minat serta 

partisipasi Perempuan 

Kepala Keluarga 

Opportunities : 

1. Sarana dan prasarana 

memadai 

2. Meningkatkan skill dan 

kapasitas Perempuan 

Kepala Keluarga 

3. Adanya keberlanjutan 

program kewirausahaan 

Strategi SO : 

1. Kerjasama LPM dengan 

pihak kelurahan bidang 

ekonomi dan pembangunan 

2. Adanya sarana dan 

prasarana yang memadai  

Strategi WO : 

Meningkatkan kesadaran 

peserta dengan melakukan 

pendekatan dan menjelaskan 

mengenai program 

pemberdayaan 

Threats : 

Tidak adanya perubahan 

perilaku dari Perempuan 

Kepala Keluarga 

Strategi ST : 

Melakukan pendampingan 

dari ibu PKK terhadap 

Perempuan Kepala 

Keluarga 

Strategi WT : 

1. Melakukan pendekatan 

dengan Perempuan Kepala 

Keluarga 

2. Melibatkan ibu PKK dan 

Kasi Kesejahteraan Sosial 

dalam pelaksanaan program 
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2. Pelaksanaan 

1) Waktu : 1 hari 

2) Lokasi : Balai Pertemuan Kelurahan Babakan Surabaya 

3) Rencana Kegiatan: 

a. Pembukaan oleh Kepala Kelurahan Babakan Surabaya 

b. Pemaparan materi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

c. Ice breaking 

d. Diskusi 

e. Penutupan 

3. Pasca Pelaksanaan 

1) Evaluasi kegiatan 

2) Melakukan pendataan bagi Perempuan Kepala Keluarga yang akan 

membuat usaha sendiri 

3) Menyusun laporan 

 

Tabel 2.12 Jadwal Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan 

Kepala Keluarga. 

No Waktu Kegiatan Penanggung 

Jawab 

Keterangan 

1 09.00-09.15 Pembukaan Sie. Acara - 

2 09.15-09.30 Sambutan Sie. Acara Kepala Kelurahan 

Babakan Surabaya 

3 09.30-11.40 Pemberian 

Materi 1 

Sie. Acara Materi : Mengenali 

Program Pelatihan 

Kewirausahaan 

Pemateri : Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

4 11.40-12.30 Istirahat Sie. Konsumsi Istirahat, sholat zuhur, 

dan makan siang 

5 12.30-12.50 Ice Breaking Sie. Acara - 

6 12.50-13.45 Pemberian 

Materi 2 

Sie. Acara Materi : Bagaimana 

meninggkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Perempuan Kepala 

Keluarga dalam 

pengembangan bidang 

usaha ekonomi 

Pemateri : Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) 

7 13.45-14.30 Penutup Sie. Acara - 
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2.3.5.10 Indikator Keberhasilan 

Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala 

keluarga di Kelurahan Babakan Surabaya, yang ditandai dengan indikator 

keberhasilan sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pemahaman perempuan kepala keluarga terhadap pelatihan 

kewirausahaan 

2) Meningkatnya keterampilan perempuan kepala keluarga dalam bidang 

pekerjaan 

3) Meningkatnya kemampuan perempuan kepala keluarga dalam bidang 

kewirausahaan 

4) Meningkatnya kesejahteraan perempuan kepala keluarga 

5) Meningkatnya hubungan kerjasama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

dengan pihak Kelurahan 

2.4 Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial 

2.4.1 Gambaran Umum Masalah 

Lingkungan sehat adalah kawasan bersih yang terhindar dari berbagai 

pencemaran lingkungan sehat dapat mendukung tercapainya kesejahteran hidup 

masyarakat sekaligus membuat mereka terhindar dari risiko cedera dan penyakit 

karena lingkungan yang sehat dan bersih sangat mempengaruhi kesehatan orang-

orang di sekitarnya. Untuk bisa menciptakan lingkungan sehat tentu diperlukan 

adanya peran manusia sebagai makhluk hidup yang kerap menyebabkan 

pencemaran. Dengan menciptakan lingkungan sehat maka akan berpengaruh pada 

kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup. 

Ciri-Ciri Lingkungan Sehat : 

1. Sirkulasi Udara Lancar dan Bersih 

Salah satu ciri lingkungan sehat dan bersih ialah memiliki sirkulasi udara 

yang baik. Sirkulasi udara tersebut ditandai dengan udara yang tidak berbau, tidak 

berwarna, dan tidak menyebabkan gangguan pernapasan ketika dihirup. Bersihnya 

udara pada lingkungan yang sehat disebabkan oleh minimnya polusi pada 

lingkungan tersebut dan menyebabkan terjaganya kondisi udara di sekitarnya. 

2.  Ketersedian Sumber Air Bersih 

Selanjutnya, ciri lingkungan sehat bisa ditandai dengan adanya ketersediaan 

sumber air bersih. Lingkungan sehat biasanya memiliki sumber air alami yang 

bersih. Sumber air tersebut bisa berasal dari sumur, sungai, atau mata air yang 

belum tercemar. Air bersih yang berasal dari sumber alami bisa digunakan untuk 

kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK) bahkan bisa diolah agar layak konsumsi. 

Apabila air tidak berwarna dan tidak beraroma maka dapat dipastikan bahwa 

kualitas airnya cukup bersih dan aman untuk digunakan. 

3. Banyak Pepohonan 

Selain udara dan air, ciri lingkungan bersih dan sehat juga bisa ditandai 

dengan banyaknya pepohonan rindang di sekitar tempat tinggal. Selain membuat 

lingkungan menjadi rindang, pepohonan juga dapat menghasilkan oksigen yang 
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mendukung kelancaran sirkulasi udara. Inilah yang membuat lingkungan dengan 

pepohonan rindang terasa lebih teduh, sejuk dan nyaman. 

4. Pengelolaan Sampah Baik 

Lingkungan yang sehat juga biasanya ditandai dengan ketersediaan tempat 

pembuangan sampah yang baik dan dibagi menjadi organik dan anorganik. 

Kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa dipengaruhi oleh ketiadaan 

tempat sampah di lingkungan sekitar. Maka dari itu, untuk menciptakan lingkungan 

sehat perlu disediakan tempat sampah dan tempat pembuangan yang layak. Sampah 

yang dikelola dengan baik bisa membuat lingkungan menjadi bersih dan tidak kotor 

sehingga terhindar dari penyakit. Selain tempat sampah layak, kesehatan 

lingkungan juga tercermin dari sistem pengelolaan sampah.  Sampah-sampah yang 

telah terkumpul sebaiknya tidak didiamkan terlalu lama dalam kondisi terbuka 

hingga menimbulkan bau tak sedap. Setiap sampah akan diklasifikasikan menjadi 

sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi 

bahan kompos sedangkan sampah anorganik juga bisa didaur ulang agar nilai 

ekonomisnya meningkat. 

5. Saluran Air Lancar dan Bersih 

Kondisi kesehatan lingkungan tempat tinggal juga sangat dipengaruhi oleh 

saluran air yang lancar dan bersih. Sistem drainase lingkungan tak boleh dibiarkan 

tersumbat oleh sampah dan lumpur. Karena saluran air yang tersumbat tidak cuma 

rentan menimbulkan banjir, melainkan juga bisa menjadi tempat 

perkembangbiakan mikroorganisme penyebab penyakit. 

Di kelurahan Babakan Surabaya belum optimalnya septic tank di setiap 

rumah, ada beberapa RW yang belum memiliki septic tank dan membuang kotoran 

langsung ke sungai terutama disepanjang kali cicadas, warga yang sudah memiliki 

septic tank ada 78% dan yang belum memiliki septic tank ada 22%  dimana hal ini 

mengakibatkan pencemaran air dan berdampak bagi kesehatan masyarakat sekitar. 

2.4.2 Tinjauan Konsep dan Teori 

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas 

manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus 

kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain 

mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya 

sangat membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungi, lautan 

dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran 

pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek 

wisata. 

Dalam PP No 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air 

di definisikan sebagai: “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang 

menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. (Pasal 1, angka 
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2). Pencemaran air yaitu masuknya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain 

ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut 

Kristanto (2002) pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan 

normal. 

Menurut Josua (2013), ada 3 jenis limbah rumah tangga yaitu limbah pertama 

berupa sampah, kemudian limbah kedua berupa air limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan mandi dan mencuci, kemudian limbah ketiga adalah kotoran yang 

dihasilkan manusia. Limbah-limbah ini, jika tak dikelola dengan baik, dapat 

berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar. 

a) Sampah 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu 

proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat 

keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, 

yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam 

tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan 

konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Berdasarkan 

sumbernya : 

(1) Sampah alam 

(2) Sampah manusia 

(3) Sampah konsumsi 

(4) Sampah nuklir 

(5) Sampah industri 

(6) Sampah pertambangan 

Berdasarkan sifatnya : 

(1) Sampah organik dapat diurai (degradable) Sampah Organik, yaitu sampah yang 

mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan 

sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos 

(2) Sampah anorganik tidak terurai (undegradable) Sampah Anorganik, yaitu 

sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus 

makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan 

sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang 

laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang 

dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas 

minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton. 

b) Air limbah 

Air Limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses pruduksi industri 

maupun domestik (rumah tangga), yang terkadang kehadirannya pada suatu saat 

dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai 

ekonomis. Dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat 

berdampak negative terhadap lingkungan tertutama kesehatan manusia sehingga 

dilakukan penanganan terhadap limbah. Air kotor adalah air bekas pakai yang 
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sudah tidak memenuhi syarat kesehatan lagi dan harus dibuang agar tidak 

menimbulkan wabah penyakit. 

c) Sampah manusia 

Sampah manusia (human waste) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-

hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi 

bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana 

perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu 

perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan 

penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. 

Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing). 

Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem urinoir 

tanpa air. 

2.4.3 Proses Asesmen 

2.4.3.1 Teknik Asesmen 

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan 

potensi sumber adalah : 

1) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya mengenai warga yang 

belum memiliki septic tank wawancara berlangsung dilakukan bersama bapak 

Herry bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan juga apabila praktikan ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini 

digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam 

bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka 

alami. tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari 

narasumber. 

2.4.3.2 Tahapan Asesmen 

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, 

kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Analis Penataan 

Lingkungan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan. 

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya 

khusunya di RW 09 RW 12 RW 14 RW 15 terkait warga yang belum memiliki 

septic tank, apa penyebab dan dampak mereka belum memiliki septic tank dan apa 

kebutuhan dan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan, berdasarkan 

informasi dari pihak kelurahan bidang ekonomi dan pembangunan bahwa ada 

beberapa RW yang belum memiliki septic tank dan belum mendapat bantuan septic 

tank komunal, asesmen untuk menggali informasi di lakukan hari jumat & sabtu 

tanggal 29 & 30 maret 2023.  

Proses asesmen berlangsung dilakukan dikantor Kelurahan Babakan 

Surabaya melalui wawancara langsung. Karena masih ada warga yang belum 

memiliki dan menerima bantuan septic tank komunal karena terbatas nya lahan dan 

anggaran. Asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 
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langsung dikantor Kelurahan Babakan Surabaya untuk mengetahui kondisi dan 

permasalahan yang ada dan wawancara dilakukan upaya memperoleh informasi-

informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja 

permasalahan yang mereka alami. 

2.4.4 Hasil Asesmen 

2.4.4.1 Identifikasi Masalah 

Saluran pembuangan air limbah seperti septic tank merupakan suatu hal 

yang sangat perlu ada disetiap rumah-rumah. Hanya saja, warga masyarakat yang 

di rumahnya belum memiliki septic tank dan saluran pembuangan air limbah, 

termasuk juga tinja dibuang langsung ke sungai kali cicadas, dimana daerah tempat 

tinggal mereka berada dekat dengan aliran sungai yang mana kebanyakan dari 

masyarakat yang belum mempunyai septic tank ini berdampak besar mencemari 

sungai dengan pembuangan limbah, termasuk juga tinja disalurkan ke sungai yang 

juga berdampak pada sanitasi air bersih dikarenakan aliran air kotor masuk ke 

saluran PDAM dan berdampak juga pada kesehatan. 

Di kelurahan babakan surabaya program pembangunan komunal menjadi 

suatu hal yang sangat penting dikarenakan program ini sudah terlaksana hingga 

78% dan yang menjadi permasalah nya adalah masih ditemukan nya warga 

masyarakat yang belum memiliki septic tank sekitar 22% warga yang belum 

memiliki septic tank ini ada di RW 09, 12,14,15. Banyak faktor yang menyebabkan 

warga masyarakat kelurahan babakan surabaya belum memiliki septic tank karena 

beberapa warga belum punya septic tank disini disebabkan kurangnya pemahaman 

terhadap pentingnya septic tank, kendala ekonomi, ketersediaan lahan dan tidak 

bisa menggali tanah terlalu dalam untuk septic tank, serta anggaran yang ada belum 

cukup yang membuat warga tidak bisa membuat septic tank. Namun saat ini pihak 

kelurahan melaksanakan kembali program septic tank komunal dalam skala kecil 

untuk 10 kepala keluarga  di RW 09, dan 20 kepala keluarga di RW 14 dimana RW 

14 ini memiliki ketersediaan lahan untuk pembangunan septic tank komunal. 

2.4.4.2 Analisis Pohon Masalah 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan.  

a. Batang pohon menggambarkan masalah utama 

b. Akar merupakan penyebab masalah  

c. Daun mewakili akibat atau dampak  
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Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Penataan Lingkungan Sosial 

 

1) Penyebab Masalah 

a) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya septic tank 

Pengetahuan masyarakat mengenai pengertian, fungsi dan syarat septic tank 

masih rendah, sehingga walaupun masyarakat paham akan dampak dari 

pencemaran dari tinja/kotoran manusia, tetapi mereka kurang memahami bahwa 

sarana septic tank berperan penting untuk menanggulangi pencemaran sungai 

yang dapat berdampak pada sanitasi air bersih dan kesehatan. 

b) Terbatasnya lahan 

Keterbatasan lahan menjadi faktor penyebab warga masyarakat dikelurahan 

babakan surabaya 22% belum memiliki septic tank karena kepadatan penduduk 

yang tinggi, antar rumah penduduk terlalu dempet dan sempit, akibatnya tidak 

tersisa lahan cukup untuk septic tank 

c) Keterbatasan anggaran septic tank komunal. 

Keterbatasan anggran dalam proses pembangunan septic tank komunal 

masih kurang sehingga ada beberapa RW yang warga masyarakat nya belum 

memiliki septic tank. 

2) Dampak Masalah 

a) Pencemaran sungai 

Pencemaran sungai karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya septic tank sebagai saluran khuss tempat pembuangan limbah agar 

tidak mencemari lingkungan. 

b) Masih ada warga yang belum memiliki septic tank 

Terbatasnya lahan  membuat warga masyarakat tidak bisa membangun 

septic tank. 

c) Program tidak berjalan optimal 
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Karena terbatasnya anggaran menjadi dampak program ini tidak berjalan 

optimal karena masih ada 22% warga yang belum memiliki septic tank. 

3) Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat di simpulkan bahwa yang 

menjadi fokus permasalahan adalah “Kurangnya Pengetahuan Masyarakat 

Terhadap Pentingnya Septic Tank”  

2.4.4.3 Identifikasi Kebutuhan 

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat di simpulkan bahwa kebutuhan 

untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat pentingnya septic tank dalam 

menanggulangi terjadinya pencemaran sungai 

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat bagaimana membuat septic tank 

pada lahan yang sempit 

3. Peningkatan sumber dana untuk program pembangunan septic tank 

komunal 

2.4.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber 

Potensi dan Sumber yang digunakan adalah sistem sumber formal, sistem 

sumber informal, dan sistem sumber kemasyarakatan (perseorangan, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, 

menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial). 

Sistem Sumber Formal 

1. Dinas Lingkungan Hidup 

Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan di bidang penataan dan 

penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan 

beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

Sistem Sumber Informal 

1. Karang Taruna 

Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang 

dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun 

pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Selain berusaha 

mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungan desa atau kelurahan, fungsi dan 

peran karang taruna terus ditingkatkan agar dapat menghimpun, menggerakkan, dan 

menyalurkan peran serta para generasi muda dalam proses pembangunan. 

Sistem Sumber Kemasyarakatan 

1. Pihak Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Pihak kelurahan yang bergerak di bidang ekonomi dan pembangunan 

membantu pengembangan kesejahteraan masyarakat yang ada dikelurahan babakan 

surabaya. Bidang pembangunan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang 

perencanaan program septic tank bagi warga masyarakat yang belum memiliki 

septic tank dan sebagai pihak yang berurusan dengan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 
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2. Gober 

Tugas dari tim Gober adalah membantu kelurahan dalam membersihkan 

lingkungan kewilayahan kelurahan seperti, jalan, saluran air, rumput liar, dan 

sebagainya. Tim Gober dibentuk berdasarkan SK lurah dan yang memberi tugas 

Tim Gober adalah lurah. 

3. Puskesmas 

Pihak puskesmas dalam pelaksanaan rencana intervensi berfungsi sebagai 

educator yaitu pemberian informasi untuk membantu dalam meningkatkan 

pemahaman masyarakat dan kesadaran kepada masyarakat melalui kegiatan 

penyuluhan kesehatan tentang pentingnya buang air besar menggunakan jamban 

sehatt melalui septic tank komunal khususnya bagi masyarakat yang ada 

dikelurahan babakan surabaya. 

2.4.5 Rencana Intervensi 

2.4.5.1 Latar Belakang 

Setiap rumah tangga menghasilkan limbah yang bila tidak ditangani dengan 

baik akan berdampak buruk bagi kondisi lingkungan. Limbah rumah tangga 

merupakan buangan berbentuk cair dan padat baik dari dapur, kamar mandi dan 

cucian. Limbah ini selain berbahaya bagi lingkungan, juga mengganggu 

kesehatan manusia. Sebab dalam limbah tersebut banyak terdapat kuman dan 

bakteri yang menyebabkan banyak penyakit. Limbah rumah tangga juga 

tergolong dalam limbah B3 yaitu salah satu limbah berbahaya yang merujuk pada 

bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat merusak, mencemari 

lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Limbah rumah tangga sendiri memiliki kadar limbah 

yang lebih tinggi dibandingkan limbah industri. 

Limbah rumah tangga digolongkan dalam dua jenis yaitu limbah organik 

dan anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup 

sehingga memiliki unsur karbon. Contohnya kotoran manusia dan hewan, sisa-

sisa makanan, dedaunan kering, dan lain sebagainya. Limbah anorganik yaitu 

limbah yang tidak memiliki unsur karbon. Contohnya pupuk kimia, plastik, karet, 

baterai, kaleng, dan lain sebagainya. Masyarakat yang belum memiliki septic 

tank pasti akan membuang limbah tinja nya langsung ke sungai serta kurangnya 

pemahaman masyarakat terkait dampak buruk baik untuk lingkungan ataupun 

masyarakat, jika membuang limbah rumah tangga sembarangan ke sungai 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan sungai, menimbulkan penyakit bagi 

kesehatan, serta tidak ada nya sanitasi air bersih. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

praktikan membentuk kegiatan yaitu, “Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) 

Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank” 

2.4.5.2 Nama Program 

“Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki 

Septic Tank” 
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2.4.5.3 Tujuan Umum dan Khusus 

Tujuan Umum 

Kegiatan penyuluhan open defecation free (ODF) ini bertujuan agar seluruh 

masyarakat dapat mengetahui bahwa pembuangan limbah rumah tangga langsung 

kesungai dapat mencemari sungai. 

Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak buruk dari 

pembuangan limbah langsung kesungai. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sepic tank dalam 

menanggulangi pencemaran sungai. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan 

2.4.5.4 Bentuk Kegiatan dan Program 

Program Penyuluhan open defecation free bagi masyarakat dikelurahan 

babakan surabaya dilaksanakan dalam bentuk pemberian informasi dan penyuluhan 

kepada masyarakat mengenai: 

1. Bagaimana masyarakat dapat menjaga lingkungan sungai agar tidak 

tercemar 

2. Memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 

pentingnya pembangunan septic tank dalam mencegah pencemaran sungai 

2.4.5.5 Sistem Partisipan 

Tabel 2.13 Sistem Partisipan Kegiatan Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) 

Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank 

No Jenis Sistem Sistem Representatif 

1 Sistem Inisiator (Initiator System) Praktikan 

2 Sistem Pelaksana Perubahan (Change 

Agent System) 

Dinas Lingkungan Hidup 

3 Sistem Klien (Client System) Masyarakat Kelurahan Babakan 

Surabaya 

4 Sistem Pendukunng (Support System) 1. Tim GOBER 

2. Karang Taruna 

5 Sistem Kontrol (Controling System) Dinas Lingkungan Hidup 

6 Sistem Implementasi (Implementing 

System) 

Pihak Kelurahan Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan 

7 Sistem Target (Target System) Warga RW 09, 12,14,dan 15 yang 

belum memiliki septic tank 

8 Sistem Aksi (Action System) 1. Dinas Lingkungan  Hidup 

2. GOBER 

3. Karang Taruna 
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2.4.5.6 Metode dan Teknik 

Metode yang akan digunakan oleh praktikan adalah Community 

Development yaitu kegiatan pembangunan untuk masyarakat dalam mencapai 

kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan 

sebelumnya pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara terencana, 

sistematis, dan diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mencapai 

kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup lebih baik.  

Beberapa teknik yang digunakan adalah : 

1. Perencanaan Sosial (Social Planning) Menurut Syani (2012: 199- 200) 

perencanaan sosial adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan 

kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk 

mengatasi kemungkinan timbulnya masalah masa-masa terjadi perubahan. 

Perencanaan sosial itu tentunya diarahkan pada persiapan dalam rangka 

mengatasi berbagai rintangan pelaksanaan pembangunan. Dalam suatu 

perencanaan perlu adanya kerjasama antara warga masyarakat dengan pihak 

perencana, dalam hal ini perlu dipersiapkan usaha-usaha yang lebih 

komunikatif dalam hubungan sosial sehingga kesepakatan Bersama dalam suatu 

kerja kolektif dapat dicapai. 

2. Penyuluhan Sosial merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang 

dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, dan edukasi baik 

secara lisan maupun tulisan. Teknik penyuluhan sosial digunakan untuk 

mengedukasi sasaran, menyampaikan persepsi, dan meyakinkan sasaran. 

Teknik penyuluhan sosial digunakan dalam kegiatan Penyuluhan Sosial Open 

Defecation Free (ODF) Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank 

2.4.5.7 Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 

Program Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) Bagi Masyarakat Yang 

Belum Memiliki Septic Tank, dimana untuk merealisasikan program ini dibutuhkan 

anggaran dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-

kegiatan program yang akan di laksanakan. Oleh karena itu, praktikan menyusun 

rencana anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasardalam pelaksanaan 

program berdasarkan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Jawa Barat No 2 Tentang 

Standar Biaya Umum (SBU) 2021. 

Alat yang dibutuhkan : 

1) Komputer/Laptop 

2) Sound System 

3) Mic wireless 

4) In focus/LCD 

5) Meja 

6) Kursi  
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Tabel 2.14 Rencana Anggaran Kegiatan Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) 

Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank. 

No Kegiatan Uraian Volume Harga 

Satuan 

Jumlah 

1 Logistik ATK 20 Paket Rp. 12.000 Rp. 240.000 

Banner Kegiatan 

(150cm x 400cm) 

1 Lembar Rp. 50.000 Rp. 50.000 

Jumlah Rp. 290.000 

2 Pembicara 1. Pihak Kesehatan  

2. Dinas 

Lingkungan Hidup 

2 orang Rp. 1.000.000 Rp. 2.000.000 

Panitia 8 orang Rp. 100.000 Rp.800.000 

Jumlah Rp. 2.800.000 

3 Konsumsi Snack peserta 100 box Rp. 15.000 Rp. 1.150.000 

Snack panitia 8 box Rp. 15.000 Rp. 120.000 

Snack pembicara 2 box Rp. 15.000 Rp. 30.000 

Jumlah Rp. 1.300.000 

2.4.5.8 Analisis Kelayakan Program 

Tabel 2.15 Analisis SWOT Kegiatan Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) 

Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank. 

 

Faktor 

Internal 

 

 

Faktor 

Eksternal 

Strength : 

1. Kegiatan didukung oleh 

Dinas Lingkungan Hidup 

2. Melibatkan Stakeholder 

Weakness : 

Memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk 

masyarakat agar benar-benar 

paham akan pentingnya 

menjaga kebersihan sungai 

Opportunities : 

1. Tersedianya narasumber 

yang diperlukan yaitu dinas 

lingkungan hidup kota 

bandung 

2. Adanya dukungan dari 

pihak kelurahan, karang 

taruna, dan gober untuk 

menyelenggarakan kegiatan 

ini 

Strategi SO :  

Melakukan kerjasama 

antara pihak Kelurahan 

dengan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandung untuk 

melakukan penyuluhan 

dengan baik 

Strategi WO : 

Melakukan kegiatan 

kolaboratif dengan 

memanfaatkan system 

sumber yang tersedia untuk 

memberikan kesadaran 

kepada masyarakat 

Kelurahan Babakan 

Surabaya 

Threats : 

1. Masyarakat tidak tertarik 

dengan kegiatan penyuluhan 

2. Materi penyuluhan tidak 

diterapkan oleh masyarakat 

Strategi ST : 

1. Menyusun materi yang 

mudah dipahami oleh 

semua kalangan 

2. Bekerjasama dengan 

pihak terkait untuk 

meningkatkan pemahaman 

dan kesadaran masyarakat 

Strategi WT : 

Melakukan evaluasi secara 

berkala untuk tercapai nya 

kegiatan program yang 

dilaksanakan 
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2.4.5.9 Jadwal dan Langkah-langkah 

Langkah-Langka pelaksanaan Program Penyuluhan Open Defecation Free 

(ODF) Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank. 

1. Pra Kegiatan 

Tahap Pra Kegiatan dilakukan selama 1 hari untuk mempersipakan kegiatan 

Penyuluhan Sosial Open Defecation Free (ODF) Bagi Masyarakat Yang Belum 

Memiliki Septic Tank, adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan 

adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk kepanitiaan 

2) Mengidentifikasi narasumber yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak 

Kesehatan 

3) Mendata peserta warga kelurahan yang belum memiliki septic tank 

4) Mengidentifikasi stakeholder atau pihak yang akan terlibat dalam pelatihan 

ini yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Puskesmas, Gober, dan Pihak 

Kelurahan 

5) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada digunakan dalam kegiatan  

penyuluahn ini 

2. Pelaksanaan 

1) Waktu : 1 hari 

2) Lokasi : Aula Pertemuan Kelurahan Babakan Surabaya 

3) Rencana Kegiatan: 

a. Pembukaan oleh Pihak Kelurahan Bidang Ekonomi & Pembangunan 

b. Pemaparan materi oleh Pihak Puskesmas dan Dinas Lingkungan Hidup 

c. Diskusi 

d. Penutupan 

3. Pasca Pelaksanaan 

1) Evaluasi kegiatan 

2) Menyusun laporan. 
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Tabel 2.16 Jadwal Kegiatan Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) Bagi 

Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank. 

No Waktu Kegiatan Penanggung 

Jawab 

Keterangan 

1 09.00-09.15 Pembukaan Sie. Acara - 

2 09.15-09.30 Sambutan Sie. Acara Pihak kelurahan bidang 

ekonomi dan 

pembangunan 

3 09.30-11.40 Pemberian 

Materi 1 

Sie. Acara Materi : Dampak buruk 

dari pencemaran sungai 

akibat pembuangan 

limbah ke sungai 

Pemateri : Pihak 

Kesehatan dari 

Puskesmas 

4 11.40-12.30 Istirahat Sie. Konsumsi Istirahat, sholat zuhur, 

dan makan siang 

5 12.30-12.50 Ice Breaking Sie. Acara - 

     

6 12.50-13.45 Pemberian 

Materi 2 

Sie. Acara Materi : kebijakan dan 

pembinaan bagi warga 

yang belum memiliki 

septic tank agar adanya 

upaya pengendalian 

pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

hidup 

Pemateri : Dinas 

Lingkungan Hidup 

7 13.45-14.30 Penutup Sie. Acara - 

 

2.4.5.10 Indikator Keberhasilan 

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) Bagi 

Masyarakat Yang Belum Memiliki Septic Tank sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dampak buruk dari 

pembuangan limbah langsung kesungai. 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sepic tank dalam 

menanggulangi pencemaran sungai. 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan 

4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengelola 

limbah rumah tangga 

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan 
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2.5 Profil Analis Penanggulangan Bencana 

2.5.1 Gambaran Umum Masalah 

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko 

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.  

Banjir air merupakan banjir yang terjadi karena meluapnya air sungai, 

selokan, dan saluran pembuangan air lainnya. Hal ini terjadi karena curah hujan 

yang tinggi dengan periode yang cukup lama. Contohnya turunnya hujan dengan 

intensitas tinggi selama seminggu. Tentu saja saluran pembuangan air tidak akan 

sanggup menampung debit air yang datang secara cepat dengan jumlah yang 

banyak. Turunnya curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir merupakan 

faktor penyebab alami banjir, namun ada pula faktor penyebab banjir air yang tidak 

alami atau terjadi karena perubahan.  

Dikelurahan Bababakan Surabaya khususnya di rw 09, 10, 14, 15 berisiko 

bencana banjir dikarena wilayah yang dekat dengan sungai cicadas, banjir air terjadi 

jika turun hujan lebat menguyur daerah tersebut yang membuat air sungai meluap 

serta menyempitnya drainase karena banyaknya sampah  yang menyebabkan aliran 

sungai dari antapani masuk ke rw 14, 15, saluran selokan dipinggir jalan memang 

sudah ada, namun karena banyaknya sampah dari jalan yang sering masuk ke 

selokan maka genangan air yang keluar dari saluran air (drainase) berdampak pada 

warga masyarakat yang tinggal dekat sungai cicadas selain itu genangan air juga 

terkadang mengeluarkan bau tidak sedap yang membuat warga tidak nyaman. 

2.5.2 Tinjauan Konsep dan Teori 

2.5.2.1 Definisi Banjir 

Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan 

tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian banjir adalah “berair banyak dan deras, 

kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa 

terbenamnya daratan karena volume air meningkat”. 

Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, daerah pedesaan yang 

memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir 

di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan 

menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Kedatangan banjir dapat 

diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala 

banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang 

biasa disebut banjir bandang. 

 

 

 

 

 

https://ilmugeografi.com/bencana-alam/penyebab-banjir
https://rimbakita.com/bencana-alam/
https://kbbi.web.id/banjir
https://kbbi.web.id/banjir
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2.5.2.2 Penyebab Banjir 

Baik di lingkungan padat penduduk dan pedesaan, banjir pada masing-

masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam 

dan faktor manusia. Bencana hidrometeorologi ini dipengaruhi oleh berbagai hal 

berikut: 

1. Topografi Wilayah, kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. 

Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami 

banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip air, yakni 

akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Banjir umumnya terjadi di 

daerah hilir kawasan daerah aliran sungai (DAS). Karena dipastikan daerah hilir 

memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan daerah hulu. 

2. Intensitas Curah Hujan, curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang 

panjang akan meningkatkan risiko banjir. Tingginya curah hujan juga dapat 

dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Volume air di daratan akan meningkat karena 

tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke 

daratan akan memenuhi saluran-saluran air, seperti sungai. Jika volume air terlalu 

banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir.  

3. Daerah Resapan Air, area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka 

hijau sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat 

menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. 

4. Aliran Sungai, kelancaran aliran air pada selokan dan sungai juga menjadi faktor 

terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang 

menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan meluap ke daratan. 

5. Kondisi Hutan, hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan 

lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di 

hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan 

gundul, baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat 

kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. 

6. Sistem Tata Kelola, pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kota yang keliru 

dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak 

tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan 

meningkatkan risiko banjir, misalnya pembangunan pemukiman di bantaran sungai, 

pengawasan proyek waduk, dan sebagainya. 

2.5.2.3 Jenis Banjir 

Bencana banjir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembagian ini 

berdasarkan sumber banjir yang tidak hanya berasal dari meluapnya air saja, 

melainkan terdapat sumber penyebab lainnya. 

1. Banjir Air Biasa, adalah banjir yang disebabkan oleh meluapnya air yang berasal 

dari sungai, danau, parit atau selokan yang mengenangi wilayah sekitarnya. Banjir 

jenis ini adalah banjir yang sering terjadi dan dialami masyarakat. Pada umumnya, 

banjir air disebabkan oleh debit air yang meningkat akibat hujan deras dalam waktu 

yang lama. 

https://rimbakita.com/daerah-aliran-sungai/
https://rimbakita.com/el-nino-dan-la-nina/
https://rimbakita.com/ruang-terbuka-hijau/
https://rimbakita.com/ruang-terbuka-hijau/
https://rimbakita.com/hutan/


62 
 

2. Banjir Rob, adalah genangan air yang terjadi di kawasan pesisir akibat pasang 

surut air laut. Biasanya banjir ini terjadi di daerah pinggiran pantai yang memiliki 

ketinggian permukaan tanah dibawah permukaan air laut. 

3. Banjir Bandang, merupakan jenis banjir yang sangat berbahaya. Ketika banjir 

bandang terjadi, air bercampur dengan material lain, seperti lumpur, bebatuan, dan 

batang pohon akan menciptakan kerusakan parah pada daerah-daerah yang 

dilewatinya. Banjir ini datang secara tiba-tiba dan diakibatkan oleh intensitas 

hujan yang tinggi di daerah pegunungan serta pengaruh kondisi hutan yang 

gundul. 

4. Banjir Lahar Dingin, adalah material letusan gunung api berupa abu, kerikil, 

pasir, dan bebatuan yang tersapu air hujan di bagian hulu dan turun melalui lereng 

gunung atau sungai-sungai. 

2.5.2.4 Dampak dan Kerugian 

Seperti bencana alam lainnya, baik gempa bumi, angin topan, tsunami, dan 

banjir tentu menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Kerugian materi 

dan non materi yang dialami juga akan memberikan trauma dalam jangka waktu 

tertentu. Berikut ini adalah beberapa dampak dari bencana banjir, antara lain: 

1. Kerugian Materi 

Arus banjir yang kuat dapat menyeret apapun yang dilewatinya. Harta benda seperti 

kendaraan, rumah, dan materi lain dapat hanyut dan hilang terbawa arus. 

2. Sarana dan Prasarana Rusak 

Sarana dan prasarana publik akan lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh 

banjir. Pemadaman listrik menjadi hal yang akan dilakukan oleh PLN untuk 

mengurangi risiko warga terkena sengatan listrik. Sektor-sektor pelayanan publik 

juga akan lumpuh dan mengakibatkan tidak bergeraknya ekonomi sehari-hari. 

3. Mengganggu Aktivitas Manusia 

Genangan air akan menggangu kegiatan manusia sehari-hari. Mobilitas masyarakat 

akan terganggu, perekonomian akan lumpuh dan kegiatan belajar mengajar tidak 

dapat dilakukan. 

4. Ancaman Penyakit 

Adanya banjir akan mencemari sumber-sumber air tanah sehingga tidak layak 

konsumsi. Selain itu, sampah-sampah yang hanyut terbawa arus banjir akan 

menimbulkan beragam penyakit, seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan 

pencernaan. Setelah banjir surut, genangan-genangan air yang tersisa menjadi 

tempat favorit nyamuk untuk bertelur. 

5. Korban Jiwa 

Bencana banjir yang parah akan mengancam nyawa manusia. Misalnya pada jenis 

banjir bandang atau banjir lahar dingin. Material-material padat dapat menghantam 

pemukiman warga dan menimbulkan korban meninggal. 

  

https://rimbakita.com/tsunami/
https://rimbakita.com/air-tanah/
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2.5.3 Proses Asesmen 

2.5.3.1 Teknik Asesmen 

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan 

potensi sumber adalah : 

1) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya mengenai bencana banjir 

serta warga yang tempat tinggal nya dekat dengan sungai cicadas, wawancara 

berlangsung dilakukan bersama bapak Herry bidang Ekonomi dan Pembangunan, 

dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari 

narasumber. 

2.5.3.2 Tahapan Asesmen 

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, 

kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Analis Penataan 

Lingkungan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan. 

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya 

khusunya di RW09, 10, 14, 15 berisiko bencana banjir dikarena wilayah yang dekat 

dengan sungai cicadas, apa penyebab dan dampak serta apa kebutuhan dan potensi 

sumber daya yang dapat dimanfaatkan, berdasarkan informasi dari pihak kelurahan 

bidang ekonomi dan pembangunan bahwa ada beberapa RW yang berisiko terjadi 

bencana banjir dikarena wilayah yang dekat dengan sungai cicadas, asesmen untuk 

menggali informasi di lakukan hari Kamis & Jumat tanggal 06 & 07 April 2023. 

Proses asesmen berlangsung dilakukan dikantor Kelurahan Babakan 

Surabaya melalui wawancara langsung. Karena terdapat warga masyarakat yang 

berisiko bencana banjir dikarena wilayah yang dekat dengan sungai cicadas, banjir 

air terjadi jika turun hujan lebat menguyur daerah tersebut yang membuat air sungai 

meluap serta menyempitnya drainase karena banyaknya sampah, asesmen 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung dikantor 

Kelurahan Babakan Surabaya untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang 

ada. 

2.5.4 Hasil Asesmen 

2.5.4.1 Identifikasi Masalah 

Ada banyak jenis-jenis banjir yang bisa saja terjadi, dikelurahan babakan 

surabaya memiliki risiko bencana banjir salah satunya adalah banjir air. Banjir air 

sebenarnya seperti pada umumnya, juga mirip dengan banjir cileuncang, banjir air 

merupakan banjir yang terjadi karena meluapnya air sungai, selokan, dan saluran 

pembuangan air lainnya. Hal ini terjadi karena curah hujan yang tinggi dengan 

periode yang cukup lama misalnya turunnya hujan dengan intensitas tinggi selama 

seminggu. Tentu saja saluran pembuangan air tidak akan sanggup menampung 

debit air yang datang secara cepat dengan jumlah yang banyak, turunnya curah 

hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir merupakan faktor penyebab alami 

https://ilmugeografi.com/bencana-alam/jenis-jenis-banjir
https://ilmugeografi.com/bencana-alam/banjir-cileuncang
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banjir, namun ada pula faktor penyebab banjir air yang tidak alami atau terjadi 

karena perubahan. Penyebab banjir ini dapat dikategori menjadi dua, yakni akibat 

dari kondisi alam dan kegiatan manusia 

1. Hujan 

Hujan menjadi faktor utama dari penyebab terjadinya bencana alam banjir, 

terutama hujan deras. Curah hujan tinggi yang mempunyai debit air sekitar 20-100 

mm/jam atau hujan lebat yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, jelas dapat 

menyebabkan genangan air yang meninggi dan akhirnya banjir. Apabila terjadi 

hujan, umumnya air hujan akan mengalir di sungai karena sungai merupakan 

tempat pembuangan akhir dan air hujan. Namun, tidak semua sungai dapat 

menampung banyaknya air hujan tersebut karena endapan lumpur hingga tumpukan 

sampah. Jika sudah begitu, tentu saja air hujan akan meluap ke daratan dan 

terjadilah banjir. 

2. Pembuangan sampah sembarangan 

Pembuangan sampah yang sembarangan ini secara tidak langsung 

berhubungan dengan penyebab banjir yang pertama, yakni hujan. Hal tersebut 

karena air hujan tidak bisa mengalir di sungai jika sungainya terdapat banyak 

sampah sehingga air hujan tersebut menjadi meluap ke daratan. 

2.5.4.2 Analisis Pohon Masalah 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah.  

a. Batang pohon menggambarkan masalah utama 

b. Akar merupakan penyebab masalah  

c. Daun mewakili akibat atau dampak  

 

 

Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Penanggulangan Bencana 

  

https://ilmugeografi.com/bencana-alam/penyebab-banjir
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1) Penyebab Masalah 

a) Hujan Deras 

Hujan menjadi faktor utama dari penyebab terjadinya bencana banjir 

dikelurahan babakan surabaya, terutama hujan deras, jika curah hujan makin 

tinggi maka aliran air akan terus menerus masuk ke saluran sungai cicadas. 

b) Masyarakat Membuang Sampah Sembarangan 

Salah satu kebiasaan masyarakat pada umumnya adalah membuang sampah 

ke sungai yang membuat penyempitan drainase/saluran air oleh karena itu jika 

turun hujan deras maka akan mengakibatkan air hujan tidak bisa mengalir 

karena terdapat banyak sampah sehingga air hujan tersebut menjadi meluap ke 

daratan. 

c) Kurangnya Penyuluhan Mitigasi Bencana 

Kurangnya penyuluhan dari pihak yang berwenang kepada masyarakat. Hal 

tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui potensi bencana yang ada 

di lingkunganya, apa yang harus dilakukan saat bencana dan lainnya. Dengan 

kurangnya wawasan tersebut maka mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam upaya mitigasi bencana. 

2) Dampak Masalah 

a) Saluran Air Tersumbat 

Jika saluran air tersumbat karena sampah maka hujan menjadi pemicu 

utama terjadinya banjir karena pada saat hujan deras kemudian sistem drainase 

tidak sanggup mengalirkan air tentu saja memunculkan genangan air di mana-

mana terutama sungai cicadas 

b) Risiko Terjadinya Banjir 

Masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan merusakan sistem 

drainase sungai cicadas sehingga air hujan tidak bisa mengalir dan menyebab 

risiko terjadinya banjir khususnya masyarakat yang tinggal didekat sungai 

cicadas yaitu warga RW 09, 10,14,15. 

c) Kurangnya Kesiapsiagaan Masyakat Saat Terjadinya Banjir 

Masyarakat tidak mempunyai persipan saat terjadinya banjir akibat hujan 

deras. Rendahnya Manajemen Risiko menyebabkan dampak negatif, salah 

satunya adalah masyarakat menjadi tidak siaga dengan bencana yang akan 

terjadi terutama bagi masyarakat yang tinggal dekat sungai cicadas tentu saja 

hal ini menjadi dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar. 

3) Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat di simpulkan bahwa yang 

menjadi fokus permasalahan adalah “Kurangnya Penyuluhan Mitigasi Bencana”  

2.5.4.3 Identifikasi Kebutuhan 

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat di simpulkan bahwa kebutuhan 

untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang mitigasi 

bencana banjir melalui kegiatan sosialisasi.  
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2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kawasan yang berisiko 

terjadinya banjir. 

3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana. 

4. Peningkatan sistem drainase upaya mencegah terjadinya banjir 

2.5.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber 

Potensi dan Sumber yang digunakan adalah sistem sumber formal, sistem 

sumber informal, dan sistem sumber kemasyarakatn (perseorangan, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, 

menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial). 

Sistem Sumber Formal 

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) Kota Bandung  

Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) bertugas dalam perumusan dan 

penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan 

bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan pengkoordinasian pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu.  

2. Dinas Sosial 

Dinas sosial merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan 

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang kebencanaan dinas 

sosial berperan sebagai penyusun dan penyelenggara progam penanggulangan 

bencana bersama denga BPBD dan TAGANA. Dalam intervensi permasalahan 

minimnya wawasan dan partisipasi masyarakat tentang mitigasi bencana adalah 

sebagai pengawas dan pelaksana program 

Sistem Sumber Informal 

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Lembaga kemasyarakatan adalah membantu pihak kelurahan terkait 

perencanaan mengkoordinasi kegiatan dan membentuk satgas penanggulangan 

bencana alam dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. 

2. Taruna Siaga Bencana (Tagana) 

Tagana berperan dalam mengedukasi masyarakat melalui sosialisi 

penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun 

pascabencana, membentuk kampung siaga bencana, serta peningkatan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana. 

Sistem Sumber Kemasyarakatan 

1. Karang Taruna 

Karang Taruna dapat membantu masyarakat dalam mencegah, menangkal, 

menanggulangi bencana banjir. 

2. Pihak Kelurahan 

Memberikan informasi dan menyebarluaskan informasi mengenai ancaman 

bencana dan melakukan rapat dengan masyarakat setempat yang berhubungan 

dengan penanggulangan bencana, serta mendorong semangat masyarakat  bersama-

sama menanggulangi bencana. 
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2.5.5 Rencana Intervensi 

2.5.5.1 Latar Belakang 

Banjir air adalah banjir yang disebabkan oleh meluapnya air yang berasal 

dari sungai, danau, parit atau selokan yang mengenangi wilayah sekitarnya. Banjir 

jenis ini adalah banjir yang sering terjadi dan dialami masyarakat. Pada umumnya, 

banjir air disebabkan oleh debit air yang meningkat akibat hujan deras dalam waktu 

yang lama. Hujan menjadi faktor utama dari penyebab terjadinya bencana alam 

banjir, terutama hujan deras. Pembuangan sampah yang sembarangan ini secara 

tidak langsung berhubungan dengan penyebab banjir yang pertama, yakni hujan. 

Hal tersebut karena air hujan tidak bisa mengalir di sungai jika sungainya terdapat 

banyak sampah sehingga air hujan tersebut menjadi meluap ke daratan. Maka dari 

itu perlu adanya rencana program berdasarkan masalah kurangnya persiapan warga 

dalam tahap pra bencana di Kelurahan Semplak. Hal ini mendorong praktikan untuk 

melakukan suatu kegiatan yang dapat menambah pengetahuan dan kesadaran dari 

masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya dalam tahap pra bencana tersebut dengan 

kegiatan sosialisasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta 

rekonstruksi. Tetapi di Indonesia penyelenggaraan penanggulangan bencana hanya 

berfokus pada tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. sehingga tahap 

pencegahan dan mitigasi bencana masih diabaikan. 

2.5.5.2 Nama Program 

“Penyuluhan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya“ 

2.5.5.3 Tujuan Umum dan Khusus 

Tujuan Umum 

Tujuan kegiatan Penyuluhan Mitigasi Bencana ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan wawasan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana 

di Kelurahan Babakan Surabaya. 

Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyebab terjadinya banjir 

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wilayah yang beresiko 

bencana banjir 

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana di 

Kelurahan Babakan Surabaya 

2.5.5.4 Bentuk Kegiatan dan Program 

Kegiatan Penyuluhan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat Kelurahan 

Babakan Surabaya,mengenai: 

1. Pengetahuan umum mengenai bencana 

2. Pengetahuan tentang wilayah yang berpotensi terjadi bencana 

3. Tentang bagaimana penanggulangan bencana 

4. Hal yang harus dilakukan pra bencana, tanggap daruruat dan pasca bencana 
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2.5.5.5 Sistem Partisipan 

Tabel 2.17 Sistem Partisipan Kegiatan Penyuluhan Mitigasi Bencana Kepada 

Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya. 

No Jenis Sistem Sistem Representatif 

1 Sistem Inisiator (Initiator System) Praktikan 

2 Sistem Pelaksana Perubahan (Change 

Agent System) 

1. BNPB Kota Bandung 

2. TAGANA 

3 Sistem Klien (Client System) Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya 

4 Sistem Pendukung (Support System) 1. Dinas Sosial 

2. Karang Taruna 

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  

5 Sistem Kontrol (Controling System) 1. Dinas Sosial 

2. LPM 

6 Sistem Implementasi (Implementing 

System) 

1. BNPB Kota Bandung 

2. TAGANA 

3. Karang Taruna 

4. Dinas Sosial 

7 Sistem Target (Target System) Warga RW 09, 10,14,dan 15 yang wilayah 

nya dekat dengan sungai cicadas yang 

berpotensi terjadinya bencana banjir 

8 Sistem Aksi (Action System) 1. TAGANA 

2. Karang Taruna 

 

2.5.5.6 Metode dan Teknik 

Metode yang akan digunakan oleh praktikan adalah Community 

Development yaitu kegiatan pembangunan untuk masyarakat dalam mencapai 

kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik secara terencana, sistematis, dan 

diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, 

ekonomi, dan kualitas hidup lebih baik. Pemberdayaan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana adalah masyarakat sebagai pelaku utama dan masyarakat 

terlibat dalam mitigasi bencana. 

Teknik yang digunakan adalah : 

1. Penyuluhan 

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan komunikasi, 

informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai 

ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman 

(hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan 

kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana, memberikan 

informasi yang benar kepada masyarakat serta melakukan kegiatan 

penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya 

pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan 

menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  dari  

ancaman  risiko dan  dampak  bencana.  
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2. Capacity Building  

Capacity Building (Peningkatan Kapasitas) peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam menanggulangi bencana, tujuan kegiatan ini adalah memberikan 

edukasi dan mendemonstrasikan tentang peran serta masyarakat dalam 

penanggulangan bencana, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan 

penanggulangan bencana dan kegiatan pendukung lainnya secara berdaya guna, 

berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

2.5.5.7 Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 

Program Penyuluhan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat Kelurahan 

Babakan Surabaya, dimana untuk merealisasikan program ini dibutuhkan anggaran 

dana untuk penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan 

program yang akan di laksanakan. Oleh karena itu, praktikan menyusun rencana 

anggaran yang sekiranya akan menjadi acuan dasardalam pelaksanaan program 

berdasarkan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Jawa Barat No 2 Tentang Standar 

Biaya Umum (SBU) 2021. 

Alat yang dibutuhkan : 

1) Komputer/Laptop 

2) Sound System 

3) Mic wireless 

4) In focus/LCD 

5) Meja 

6) Kursi 

Tabel 2.18 Rencana Anggaran Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana Kepada 

Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya. 

No Kegiatan Uraian Volume Harga 

Satuan 

Jumlah 

1 Logistik ATK 20 Paket Rp. 
12.000 

Rp. 240.000 

Banner Kegiatan 

(150cm x 400cm) 

1 Lembar Rp. 

50.000 

Rp. 50.000 

Jumlah Rp. 290.000 

2 Pembicara 1. BNPB Kota 

Bandung  
2. TAGANA 

2 orang Rp. 

1.500.000 

Rp. 3.000.000 

Panitia 8 orang Rp. 

100.000 

Rp.800.000 

Jumlah Rp.3.800.000 

3 Konsumsi Snack peserta 200 box Rp. 15.000 Rp. 3.000.000 

Snack panitia 8 box Rp. 15.000 Rp. 120.000 

Snack pembicara 2 box Rp. 15.000 Rp. 30.000 

Jumlah Rp. 3.150.000 
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2.5.5.8 Analisis Kelayakan Program 

Tabel 2.19 Analisis SWOT Kegiatan Penyuluhan Mitigasi Bencana Kepada 

Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya. 

 

2.5.5.9 Jadwal dan Langkah-langkah 

Langkah-Langka pelaksanaan Program Penyuluhan Mitigasi Bencana 

Kepada Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya. 

1. Pra Kegiatan 

Tahap Pra Kegiatan dilakukan selama 1 hari untuk mempersipakan kegiatan 

Sosialisasi Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya, 

adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk kepanitiaan 

2) Mengidentifikasi narasumber yaitu BNPB Kota Bandung dan TAGANA 

3) Mendata peserta warga kelurahan yang tinggal diwilayah dekat sungai 

cicadas 

Faktor Internal 

 

 

 

 

Faktor 

Eksternal 

Strength : 

1. Mempunyai system sumber 

yang baik untuk melakukan 

kegiatan sosialisasi ini 

2. Kegiatan didukung oleh 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kab. 

Bandung Barat dan Taruna 

Siaga Bencana (TAGANA). 

Weakness : 

1. Fasilitas sarana dan 

prasarana yang masih belum 

memadai 

2. Tidak adanya kebijakan 

yang khusus dalam 

penanggulangan bencana banjir 

 

Opportunities : 

1. Adanya stakeholder 

TAGANA, karang taruna, 

BNPB Kota Bandung dan 

dinas sosial. 

2. Sarana prasarana kelurahan 

memadai. 

3. Partisipasi masyarakat yang 

tinggi 

Strategi SO :  

Melakukan kerjasama antara 

pihak Kelurahan dengan 

BNPB, TAGANA untuk 

melakukan sosialisasi dengan 

baik 

Strategi WO : 

1. Melakukan pelatihan untuk 

karang taruna sehingga 

nantinya meeka yang akan 

mensosialisasikan kepada 

setiap masyarakat. 

2. Melakukan kegiatan 

memanfaatkan sistem sumber 

yang tersedia untuk 

meningkatkan masyarakat 

kesiapsiagaan bencana. 

Threats : 

Beberapa masyarakat memiliki 

kegiatan lain sehingga tidak 

dapat hadir penyuluhan 

Strategi ST : 

1. Membentuk kegiatan 

semenaik mungkin 

2. Menyusun materi yang 

mudah difahami oleh semua 

kalangan 

3. Pendampingan dari pihak 

Kelurahan Babakan Surabaya 

Strategi WT : 

1. Melakukan evaluasi secara 

berkala untuk tercapai nya 

kegiatan program yang 

dilaksanakan 

2. Menempelkan poster 

mitigasi bencana disetiap 

kelurahan 
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4) Mengidentifikasi stakeholder atau pihak yang akan terlibat dalam pelatihan 

ini yaitu, BNPB Kota Bandung, TAGANA, Karang Taruna, dan Dinas 

Sosial 

5) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada digunakan dalam 

penyuluhan ini 

2. Pelaksanaan 

1) Waktu : 2 hari 

2) Lokasi : Aula Pertemuan Kelurahan Babakan Surabaya 

3) Rencana Kegiatan: 

a. Pembukaan oleh Pihak Kelurahan  

b. Pemaparan materi oleh Pihak BNPB Kota Bandung dan TAGANA 

c. Diskusi 

d. Penutupan 

3. Pasca Pelaksanaan 

1) Evaluasi kegiatan 

2) Menyusun laporan 

Tabel 2.20 Jadwal Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat 

Kelurahan Babakan Surabaya. 

No Waktu Kegiatan Penanggung 

Jawab 

Keterangan 

1 09.00-09.15 Pembukaan Sie. Acara - 

2 09.15-09.30 Sambutan Sie. Acara Pihak kelurahan  

3 09.30-11.40 Pemberian 

Materi 1 

Sie. Acara Materi : Tentang 

mitigasi bencana 

Pemateri : BNPB Kota 

Bandung 

4 11.40-12.30 Istirahat Sie. Konsumsi Istirahat, sholat zuhur, 

dan makan siang 

5 12.30-12.50 Ice Breaking Sie. Acara - 

6 12.50-13.45 Pemberian 

Materi 2 

Sie. Acara Materi : Tentang 

penyebab dan dampak 

bencana 

Pemateri : TAGANA 

7 13.45-14.30 Penutup Sie. Acara - 

2.5.5.10 Indikator Keberhasilan 

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat 

Kelurahan Babakan Surabaya, sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bencana 

2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyebab terjadinya banjir 

3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wilayah yang beresiko 

bencana banjir 

4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana 

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana di 

Kelurahan Babakan Surabaya 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

3.1 Kesimpulan 

Kegiatan praktikum Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang 

telah terlaksana yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, 

Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis 

Penanggulangan Sosial. Dan dari kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh 

pengalaman praktek dengan pengumpulan data melalui data sekunder. 

Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan saat mencari data terkait isu isu 

profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. 

1. Analis Jaminan Sosial 

Dalam profil Analis Jaminan Sosial, praktikan memilih isu masalah 

mengenai program BPJS Ketenagakerjaan, salah satu perusahaan di Kelurahan 

Babakan Surabaya yaitu pabrik tahu sumedang yang sudah berdiri kurang lebih 20 

tahun lalu sejak dari tahun 2004 memiliki jumlah pekerja sektor informal yang 

cukup banyak yaitu sebanyak 20 orang pekerja, diperusahaan pabrik tahu ini 

pekerja nya belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan hal ini dikarenakan pemilik 

perusahaan tidak mendaftarkan pekerja nya pada program BPJS Ketenagakerjaan 

dapat diketahui bahwa pekerjaan yang mereka lakukan cukup beresiko karena ada 

pekerja  dibagian mengelola kedelai menjadi tahu dimana pekerja bagian ini 

berhubungan atau kontak langsung dengan air mendidih dan panas, menurut pak 

herman bagian mengelola kedelai menjadi tahu ia terkadang sering terkena air 

panas. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana 

intervensi melalui program dilaksanakan “Penyuluhan Sosial Manfaat Program 

BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal” 

2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 

Dalam profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan memilih isu 

masalah mengenai program Bantuan Zakat Profesi, permasalahan dalam 

pengelolaan dana bantuan zakat di Dewan Kesejahteraan Masjid Atlas (DKM 

Atlas). Salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah masih lemahnya 

sumber daya manusia (SDM) amil. Kebanyakan amil tidak menjadikan 

pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan 

atau pekerjaan paruh waktu, adapun permasalahan lainnya adalah faktor umur, para 

penggurus dan pengelola zakat ini sudah tidak efektif dan efisien lagi dalam 

mendata dan mensurvie lapangan dikarenakan umur yang sudah tidak produktif 

lagi. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana 

intervensi melalui program dilaksanakan “Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas 

DKM Atlas” 

3. Analis Pemberdayaan Sosial 

Dalam profil Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan memilih isu masalah 

mengenai permasalahan di Kelurahan Babakan Surabaya, pada RW 09 terdapat 59 

perempuan kepala keluarga, pada RW 15 terdapat 55 perempuan kepala keluarga, 
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pada RW 12 terdapat 36 perempuan kepala keluarga.  Jumlah perempuan yang 

menjadi kepala keluarga cukup tinggi, yaitu sebanyak 150 kepala keluarga 

perempuan. Yang mana ada sekitar 68 orang yang non produktif dan 79 orang yang 

produktif, perempuan kepala keluarga yang produktif ini tidak memiliki pekerjaan 

tetap. Pada umumnya kepala keluarga perempuan hanya bekerja sebagai buruh 

home industri, pedagang kecil-kecilan, dan asisten rumah tangga. Dalam upaya 

pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui 

program dilaksanakan “Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Kepala 

Keluarga” 

4. Analis Penataan Lingkungan Sosial 

Dalam profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan memilih isu 

masalah mengenai program septic tank komunal permasalahan di kelurahan 

babakan surabaya program pembangunan komunal menjadi suatu hal yang sangat 

penting dikarenakan program ini sudah terlaksana hingga 78% dan yang menjadi 

permasalah nya adalah masih ditemukan nya warga masyarakat yang belum 

memiliki septic tank sekitar 22% warga yang belum memiliki septic tank ini ada di 

RW 09, 12,14,15. Banyak faktor yang menyebabkan warga masyarakat kelurahan 

babakan surabaya belum memiliki septic tank karena beberapa warga belum punya 

septic tank disini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya septic 

tank, kendala ekonomi, ketersediaan lahan dan tidak bisa menggali tanah terlalu 

dalam untuk septic tank, serta anggaran yang ada belum cukup yang membuat 

warga tidak bisa membuat septic tank. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, 

praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program dilaksanakan 

“Penyuluhan Open Defecation Free (ODF) Bagi Masyarakat Yang Belum Memiliki 

Septic Tank” 

5. Analis Penanggulangan Bencana 

Dalam profil Analis Penanggulangan Bencana, praktikan memilih isu 

masalah mengenai bencana banjir di kelurahan Bababakan Surabaya khususnya di 

rw 09, 10, 14, 15 berisiko bencana banjir dikarena wilayah yang dekat dengan 

sungai cicadas, banjir air terjadi jika turun hujan lebat menguyur daerah tersebut 

yang membuat air sungai meluap serta menyempitnya drainase karena banyaknya 

sampah  yang menyebabkan aliran sungai dari antapani masuk ke rw 14, 15, saluran 

selokan dipinggir jalan memang sudah ada, namun karena banyaknya sampah dari 

jalan yang sering masuk ke selokan maka genangan air yang keluar dari saluran air 

(drainase) berdampak pada warga masyarakat yang tinggal dekat sungai cicadas 

selain itu genangan air juga terkadang mengeluarkan bau tidak sedap yang membuat 

warga tidak nyaman. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan 

merumuskan rencana intervensi melalui program dilaksanakan “Penyuluhan 

Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya“ 
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Setelah melaksanakan analisis pada lima profil, praktikan juga dapat 

menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu program baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, 

maupun komunitas kecil di masyarakat. 

3.2 Rekomendasi 

Mengacu pada hasil kegiatan Praktikum Laboratorium Politeknik 

Kesejahteraan Sosial Bandung, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi 

berkaitan dengan pelaksnaaan Praktikum Laboratorium. Berikut ini adalah 

rekomendasi yang sekiranya dapat dipertimbangka oleh program Studi 

Perlindungan dan Pemberdayaan 

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial 

1. Harus lebih mempersiapkan sistematika Laporan dalam Pedoman 

Praktikum Laboratorium dengan lebih matang, jelas dan detail supaya tidak 

terjadi perubahan ditengah pelaksanaan praktikum. 

2. Pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial diharapkan 

mengkaji ulang pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan bersamaan 

dengan pembelajaran kelas. 

3. Pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial diharapkan 

mengkaji ulang 5 profil dalam pelaksanaan praktikum 1. 

4. Melakukan penyederhanaan sistem buku harian praktikum dengan tidak 

diadakannya kolom penjabaran kegiatan. 

5. Menyatukan persepsi antar dosen pembimbing agar praktikan mendapatkan 

arahan atau informasi yang jelas dan selaras. 

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 

1. Pihak politeknik kesejahteraan sosial diharapkan meningkatkan kerjasama 

untuk mengadakan laboratorium lapangan untuk praktikum. 

2. Mendukung mahasiswa dalam aktif di lapangan dan mengikuti pelatihan 

pelatihan yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan 

Sosial. 

Pihak Kelurahan Babakan Surabaya 

1. Pihak Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong diharapkan 

memiliki data Penyandang Masalah Kesejahateraan Sosial khususnya 

keluarga fakir miskin secara detail dan diperbaharuisecara berkala tiga 

bulan sekali agar jika ada program dari pemerintah bisa tepat sasaran. 

2. Pihak Kelurahan Babakan Surabaya diharapkan dapat memberikan 

informasi lebih jelas lagi mengenai apa saja isu masalah yang ada di 

Kelurahan yang dibutuhkan praktikan. 

3. Sebaiknya pihak Kelurahan jika ada kegiatan pertemuan diharapkan dapat 

menghubungi praktikan agar praktikan bisa berpartisipasi dalam 

kegiatan/pelatihan yang diadakan dan memperoleh informasi, serta 

pengetahuan dari kegiatan yang dilaksanakan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Resume Pembekalan Analis Jaminan Sosial, 09 Februari 2023 

1. Kebijakan dan Struktur Jaminan Sosial 

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Suatu cara penyelenggaraan program 

jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi 

seluruh penduduk. Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Memberikan 

jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta 

dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan 

hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita skit, mengalami kecelakaan 

kerja, memasuki usia lanjut/pension, meninggal dunia atau kehilangan pekerjaan. 

Landasan Filosofis : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermanfaat  (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3)). Memungkinkan setiap orang mampu 

mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UU 

Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3)). Negara mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan 

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanussiaan. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat 

(2)) Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh 

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (UU No 40 

tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) 

Dasar Hukum Implementasi Jaminan Sosial: 

a. UUD 1945 

(a). Pasal 28 H : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 

yang bermanfaat. 

(b). Pasal 34 : Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

b. UU No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK 

Jaminan bagi tenaga kerja yan diberikan untuk memberikan perlindungan 

kepada tenaga kerja yang pngelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme 

asuransi. Program jaminan sosial tenaga kerja diwajibkan kepada tenaga 

kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, dan sukarela 

untuk pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. 

c. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Dasar pelaksanaan jaminan sosail bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyeenggaraan 

program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.  
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Program Jaminan Sosial dalam SJSN terdapat dua skema yaitu Non 

Contributory (Penerima Bantuan Iuran) dan Contributory (Non Penerima Bantuan 

Iuran) dengan bentuk Jaminan yang diberikan antara lain : 

1) Jaminan Kesehatan Nasional 

2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan) 

2. Tantangan Program Jaminan Sosial di Indonesia : Pekerja Informal di Indonesia 

Selisih/ gap jumlah nominal  kepesertaan antara pekerja di sektor formal (PPU) 

dengan pekerja informal (PBPU) masih sangat besar. Secara nasional, kepesertaan 

PPU dan khususnya PBPU,  dibandig total penduduk bekerja masih jauh dari 

optimal. Terdapat Indikasi bahwa perlindungan sektor informal secara umum masih 

jauh dari optimal, dan terbatas dalam hal perlindungan hari tua. Masih banyak usaha 

mikro yang belum memahami Jamsos Naker, termasuk mengetahui bahwa pekerja 

informal bisa mendaftarkan diri dan mendapatkan perlindungan. Mayoritas pelaku 

usaha mikro belum merasa perlu mendfatrakan pegawainya pada program JHT dan 

JP, namun tertarik untuk mendaftarkan dirinya sendiri setelah diinformasikan lebih 

komprehensif.    
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Lampiran 2 : Resume Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, 22 Februari 2023 

Pekerja sosial harus berada di bawah payung yayasan supaya perusahaan 

lebih percaya untuk bermitra. Karena di masa sekarang adalah bukan lagi masa 

untuk mencari dana tetapi mencari mitra. Selain dengan perusahaan (CSR) pekerja 

sosial dapat bermitra dengan mitra luar negeri atau mitra sosial seperti 

Kitabisa.com. 

Masalah yang sering terjadi dalam bermitra: 

a) Kesalahan pola pikir kita terhadap sumber dana bantuan sosial, yang kita 

pikir mudah untuk mendapatkannya. 

b) Sulitnya mendapat kepercayaan dari mitra, karena proposal yang diajukan 

tidak menarik. 

c) Masalah pelaporan penggunaan dana bantuan sosial. 

Penggalanggan dana melalui media sosial sekarang sedang populer karena 

mudah dan lebih efisien dalam menyentuh haru publik asalkan proposal yang 

diajukan menarik. Tetapi dalam Penggalanggan dana di media sosial kerap kali 

memperlihatkan privasi korban sasaran. 

Landasan Hukum Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial 

a) UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian 

b) UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

c) UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang 

d) PP No 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial 

e) PERMENSOS No 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan 

Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah 

dalam Bentuk Uang 

f) PERMENSOS No 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantun sosial di 

lingkungan kementerian sosial 

g) Keputusan Menteri Sosial RI No. 1/huk/1995 tentang Pengumpulan 

Sumbangan untuk Korban bencana 

h) Keputusan Menteri Sosial RI No 56/huk/1996 tentang pelaksanaan 

pengumpulan sumbangan dari masyarakat 

Sumber Penerimaan Dana Kesejahteraan Sosial dari Penyelenggaraan Undian Gratis 

Berhadiah : 

a. Penyelenggaraan Undian Gratis 

Pada awal pengajuan permohonan izin undian penyelenggara undian 

menyetorkan dana sumbangan usaha kesejahteraan sosial (uks) pd bank BNI 

Cabang Kramat no. rekening : hibah langsung bentuk uang 

b. Hadiah Tidak Teertebak/ tidak diambil pemenang 

Bilamana dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah terdapat hadiah tdk 

tertebak/tdk diambil pemenang sesuai peraturan ttg undian, harus diserahkan kpd 

Kementerian Sosial RI, berupa uang disetor ke rekening seperti tsb di atas dan 

yg berbentuk barang dikelola melalui mekanisme pengelolaan BMN. 
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Kriteria Penerima Bantuan 

1. Selektif 

Bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.  

2. Memenuhi Persyaratan 

Telah memenuhi dan sesuai dengan tata cara penggunaan hibah langsung 

dalam negeri dalam bentuk uang/barang. 

3. Bersifat tidak terus menerus 

Pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun 

anggaran. 

4. Sesuai Tujuan Penggunaan 

Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan 

sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.  

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan 

atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (UU No 11 

tahun 2009 tenang kesejahteraan sosial) 

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang barang atau jasa kepada 

seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau 

rentan terhadap resiko sosial. (Permensos No. 1 tahun 2019 tentang penyaluran 

belanja bantuna sosial di lingkungan kementerian sosial) 

Jenis bantuan sosial: 

a. Bantuan langsung: tunai, barang, makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, 

dan lainnya. 

b. Penyediaan aksesibilitas: perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses 

c. pelayanan dasar, penyediaan pemakaman, dan lainnya. 
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Lampiran 3 : Resume Analis Pemberdayaan Sosial, 08 Maret 2023 

Dalam memproses konsep “pemberdayaan”, memerlukan sikap bersama, 

kritis dan selektif, kontekstual dan pemberdayaan diri serta pemberdayaan kolektif. 

Pemberdayaan merupakan upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan 

beradab menjadi semakin efektif secara structural, baik dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, 

ekonomi, dan lain-lain. 

1. Rumahtangga-memiliki kekuatan sosial, politik, dan psikologi - sebagai 

sumber utama pemberdayaan (Friedmann, 1992) 

2. Pemberdayaan disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap 

sumberdaya (Robert Dahl, 1963) 

3. Pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang 

memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk 

memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik lokal dan nasional 

(Hulme dan Turner, 1990) 

4. Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of 

power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok 

yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan 

hasil- hasil pembangunan” (Paul, 1987) 

5. Perspektif Lingkungan, pemberdayaan mengacu pada penggunaan akses 

terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan 

(Borrini, 1991; Shatty, 1991) 

 Pembedayaan terjadi karena adanya perubahan paragdigma yang 

sebelumnya pembangunan yang berfokus pada produksi (Production Centered 

Development) yang meliputi sentralisasi, mobilisasi, penaklukan, eksploitasi, 

hubungan fungsional, nasional, ekonomi konvensonal. Menjadi pembangunan ynag 

berfokus pada manusia (People Centered Development) yang meliputi 

desentralisasi, partisipasi, pemberdayan, pelestaran jejaring sosial, territorial dan 

keswadayaan. 
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Lampiran 4 : Resume Analis Penataan Lingkungan Sosial, 22 Maret 2023 

Penataan lingkungan merupakan suatu kegiatan di lingkup permukiman yang 

bertujuan membangun lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras, dan lestari. 

Aspek dasar yang dapat mendukung konsep penataan lingkungan antara lain: 

1. Keindahan. Lingkungan yang indah adalah dambaan setiap orang 

2. Kenyamanan. Kenyamanan lingkungan ialah situasi lingkungan yang bersih 

indah dan sejuk sehingga orang merasa aman, senang, dan tenang. 

3. Kerindangan. 

4. Kebersihan 

Lingkungan sosial adalah keadaan sosial dan fisik langsung tempat orang 

menjalani kehidupan atau sesuatu terjadi atau berkembang (Bernett & Casper, 

2001). Semua kondisi di dunia yang mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk 

pertumbuhan dan Perkembangan atau proses kehidupan yang dapat dilihat juga 

sebagai pemberian lingkungan bagi generasi yang lain (Stroz, 1987). Domain 

peksos adalah pada interaksi dan relasi antara orang dan lingkungan sosial. Masalah 

lingkungan adalah masalah social juga. Pekerja social semakin mengasumsikan 

pentingnya memasukkan isu-isu lingkungan dalam intervensi social. Keterkaitan 

yang dekat Kepada isu-isu ekologi relevan khususnya ketika menangani masyarakat 

rentan (Rocha, 2018). Pekerjaan sosial yang memperhatikan aspek lingkungan 

diasosiasikan dengan berbagai istilah: green social work (Dominelli,, 2012), eco-

social work (Peeters, 2012). 

Green Social Work 

Green Social Work adalah Praktek holistic fokus pada keterhubungan antar 

orang, organisasi sosial, relasi antara orang dan flora/fauna dalam habitatnya, dan 

interaksi antara krisis sosial ekonomi dan linkungan dan perilaku antar orang yang 

merusak keberfungsian manusia dan bumi. Memiliki Tujuan: mereformasi tekanan 

sosio-ekonomi dan politik yang telah merusak pada kualitas hidup populasi 

masyarakat miskin dan marjinal, menjamin perubahan dan transformasi social guna 

meningkatkan keberfungsian orang dan bumi hari ini dan masa depan serta 

meningkatkan tanggung jawab dan hak saling peduli dengan orang lain. 

Permasalahan Lingkungan Sosial (Kota Bandung, 2022) 

1) Kemacetan lalu lintas 

2) Sampah kota 

3) Sulitnya lapangan pekerjaan 

4) Kurangnya ketersediaan air bersih 

5) Banjir 

6) Stabilitas harga barang 

7) Masalah perekonomian 

8) Zonasi pendidikan 

9) Tata kelola pemerintahan 
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Lampiran 5 : Resume Analis Penanggulangan Bencana, 05 April 2023 

Indonesia negara yang sangat rawan bencana. Dalam salah satu laporan 

Bank Dunia tanggal 28 Agustus 2018 disebutkan bahwa Indonesia merupakan 

“supermarket” bencana (the country is known as having a „supermarket‟ of 

disaster hazards) hal itu dilandasi fakta adanya 127 gunung aktif, dan 317 

kabupaten rawan banjir serta beberapa peristiwa bencana lainnya –terutama gempa 

yang terjadi setiap hari. Pada tahun 2020, terjadi 2.952 kejadian bencana yang 

mengakibatkan 370 Jiwa korban meninggal dunia, 39 jiwa korban hilang, 536 

korban luka dan sekitar 6,5 juta Jiwa menderita dan mengungsi serta 33.504 rumah 

rusak.  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakatyang disebabkan, baik oleh 

factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 

Tantangan Umum dalam Penanggulangan Bencana 

1. Tahap Pra Bencana 

Rendahnya kesadaran masyarakat dan para pihak dalam pemahaman 

manajemen resiko bencana. Kenali, hindari, kurangi dan antisipasi 

2. Tahap Saat Bencana 

Optimalisasi kesiapan sarpas dan pemahaman SDM dalam manajemen 

bencana. Safe more lives and livelihood 

3. Tahap Pasca Bencana 

Keterbatasan sumber daya pemulihan. Build back better and safer 

 

Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarkat: 

a) Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan 

pemerintah saja 

b) Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan 

keamanan dari bencana.  

c) Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan 

ancaman bencana, karenanya kesiapan masyarakat menentukan besar 

kecilnya dampak bencana di masyarakat.  

d) Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk membangun 

kembali kehidupannya. 

e) Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa 

dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif. 

f) Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan 

meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana. 

g) Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap 

menghadapi kondisi akibat bencana. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN PRAKTIKUM 

Proses wawancara bersama Pekerja Informal Pabrik Tahu Sumedang Kelurahan 

Babakan Surabaya. Profil Analis Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) 

  

 

Proses wawancara bersama DKM Masjid Atlas Kelurahan Babakan Surabaya. 

Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial (Zakat Profesi) 

 

Proses wawancara bersama Ibu-Ibu PKK RW 09, 12, 15. Profil Analis 

Pemberdayaan Sosial (Perempuan Kepala Keluarga) 
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Proses wawancara bersama Bapak Herry Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Kelurahan Babakan Surabaya. Profil Penataan Lingkungan (Septic Tank) 

 

Proses wawancara bersama Bapak Herry Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Kelurahan Babakan Surabaya. Profil Penanggulangan Bencana (Banjir Air) 
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